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BAB I

A. Pengertian Hukum Waris dan Dasar Hukumnya

rbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum

dalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-
larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh
karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan
dari pihak pemerintah masyarakat itu.'

Sedangkan hukum Islam oleh TM, Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana
dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya

upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan
masyarakat *

Kata Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hikum Islam (INPRES
Nomor | tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli wans dan berapa
bagiannya masingmasing, ' Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban
sebagai akibat meninggalnya sescorang, diatur oleh hukum waris. Untuk
pengertian hukum ™ waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia
maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat

VE Ultrecht, Penganior dalam Hiksm lisctemenia, Cet 9, (Jakarta: Balai Buku Thoar,
1966}, h 13

 Lsmini) Mubhammad Syah, Filseyfor Hukum Ishom, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) h 1%

" Saekun dan Emiati Effendi, Sejarah Penywsunan Kompifasi Hukum lslam
Imcdowesta, (Surabava Arkola, 1997) h 125
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keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih
beraneka ragam.*

Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum
“warisan™ Hazairin, mempergunakan istilah hukum “kewarisan™ dan
Soepomo mengemukakan istilah “hukum waris”.” Menurut Soepomo
bahwa “hukum waris™ itu memuat peraturan yang mengatur proses
meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang-barang
yang tak berwujud benda dan suatu angkatan manusia kepada turunannya ®

Dengan istilah™ huloum waris™ di atas, terkandung suatu pengertian yang
mencakup “ kaidah-kaidah” dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya
harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal
dunia”. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum
waris menurut” Kamus Umum Bahasa Indonesia”, yatu:

© Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka
(peninggalan) orang yang telah meninggal.

€ Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat

O Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang
meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan,
pusaka, maupun surat wasiat

) Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-
orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

) Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris
adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya ®

O Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua
makna, yvaitu :

a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris
masih hidup; dan

5 * Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung PT Bandar Maju,
1995), h. 14

" Wirjono Prodjodikoro, Hukuem Wartsan di Indonesia, (Bandung: Vorkink. van
Hoeve,'s Granvenhage) h 8

* Hazairin, Hukeon Kewarisan Arlateral memrus AlOwr ‘an (Jakarta, Tintam as Tth)h |

" Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adar (Padang Andalas Pustaka, 1966)h 72

* Ibid

"WAS Poerwardaminta, Kowrs o Baturse Indowesia, (Jakara: Depdikbud,
Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h 1148
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—— MUKUM WARIS

b berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal "

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya
Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “‘warisan
menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah memnggal, yang
kemudian discbut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih
dalam keadaan tidak terbagi-bagi™"

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba
memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan
dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam
paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro
mengemukakan |

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak
dan kewajiban-kewajiban teniang kekayaan sescorang pada wakiu 1
meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup™ -

Soepomo dalam bukunya “ Bab-bab Tentang Hukum Adat ™
mengemukakan sebagai berikut: “Hukum wans 1tu memuat peraturan-
peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-
barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda
(immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada
turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.
Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang lua meninggal
dunia Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu penistiwa yang
penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi
secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta
bukan benda tersebut ™

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan : “Yang dimaksud dengan
hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada wakiu
ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masth hidup™ "

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah
“hukum warisan”, maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto

' Hilman Hadikusumah, Hukum Waris Adar, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23

" Mhid b 20

' Wirjono Hukum Warisan di Indonesio, h. 8

' Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, h 72 - 73

“ R Santoso Pudjosubroto, Measalah Hukum Sehari-harr, (Yogyakarta Hien Hoo
Sing, 1964) h 8
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vang mempergunakan istilah * hukum warisan * untuk pengertian * hukum
waris . Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan
timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta
benda yang di tinggalkan, dan selanjuinya terdapat orang-orang yang
berhak menerima harta vang ditinggalkan itu ; kemudian lagi tidak ada
kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya * Azas-asas dan Susunan Hukum
Adat ™ terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan
hukum wans sebagai berikut: “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum
yang mengenal cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan
dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke

generasi™ '

A. Pitlo dalam bukunya” Hukwum Waris Menurut Kitab Undangundang
Hukum Perdata Belonda” memberikan batasan Hukum waris sebagai
berikut: “Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur
hokum mengenm kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari
pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam
hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara
mereka dengan pihak ketiga™*

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan
dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para
penulis hukum sependapat bahwa “hukum waris itu merupakan perangkat
kunidah yang mengatur tentang cara atau proses peralthan harta kekayaan
dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya™.

Ahli figh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan
warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan
menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu
Mawanis atau #fmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan
Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl."

Tentang kata faraid, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary
mengatakan:

"K NG Soebekli Poesponoto, Azas dan. Susurcan Hukum Adat {lakarta . Pradnya
Paramita, 1960), h 197

" A Pido, Hukum Waris merurnt Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, e M
Isa Anel, (Jakarta Intermasa, 1979) h |

'"TM_ Hasbi Ash Shiddieqy, Figih Mawaris, (Semarang Pustaka Rizki Putra,
1997) h 6
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Artinya: Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang
difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan

merurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan
wntuk ahli waris.

Para fugaha menta’rifkan ilmu ini dengan

i Sy ojly O ey S Y ey S e B

Artinya: [lmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima
pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima
oleh tiaptiap waris dan cara pembagiannya."

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam
adalah proses pemindahan harta peninggalan sescorang yang telah
meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak
kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.*

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat
diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dan
yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku
dan mengikat untuk semua yang beragama [slam

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut
hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli
waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum warns,
hahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat,
yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang selain kedudukannya gat i al-wurud, jugd
gat 'l al-dalalah, meskipun pada dataran fanfiz (aplikasi), senng ketentuan
haku al- Qur’an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan
pada hitungan nominalnya, misalnya kasus radd dan ‘aul, dan sebagainya.

W Syekh Zanuddin Thn Abd Aziz al-Malibary, Fath ai- Mi'm Bi Sarh Qurrah al-
Hyun, Maktabah wa Mathaah, {Semarang Toha Putera , iwh), h 93
' Ihid
i Ahmad Azhar Basvir, Hukum Warts Islam, Yogyakarta: LTI Press, 2004 Wlm 132
" Amir Syanfuddin, Hickum Kewarisar Iskam, Jakarta Prenada Media, 2004, him 6

Awsal Hgpeat - Riks Mdbusmirnad Hards - Puluch Heantihuiime '| 7
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Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofig, bahwa terhadap
ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah
yang telah dirinei dalam al-Qur’an, seperti hukum kewarisan, perlu
diterima secara fa ‘abbudy atau dierima secara taken for granted. Karena
itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur’an diterima dengan senang
hati, schagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah. 22 Selain
al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah
SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang mukhtalaf fih.

I. AlQur’an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang
hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok- pokoknya saja.

Fop hNT B2 Ui S el 5 8T K
# w7 &

W 315 56 oy 375 LGB S e G5 AL
L h ".-': & r i = 2 Fli_l = ..-E'-..,-_.."d
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Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian
Wartsan unfuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki
sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan iftu seorang saja,
maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak,
hagian masing-masing seperenam dari harta vang orang yang
menmggal idak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknyva

" Abmad Rofiq, Hukm fslam di Indonesia, cet V. Jakarta- PT Raja Grafindo
Persada, 2000, him, 374-376 dan 379

R | el Havati - Rizks Midhawmiad Haris - Zubdi Hagibean
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(saja) maka thunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal iy
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenan.
(Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
(dan) atau sesudah dibayar wiangnya. (Tentang orang fuamu dan
anak-anakni, kamu tidak mengetahui sigpa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Int adalah ketetapan dari

Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(0S. al-Nisa’, 4:11).

Tentang asbabun nuzul surat al-Nisa ayat 11, dalam Tafsir
Jalalain dijelaskan antara lain: bahwa di ketengahkan olch imam
yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya. Nabi saw., bersama
Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan
berjalan kaki Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu
dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya
air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya “Apa vang
seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka
turunlah ayat: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu,
bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagran dua orang
anak perempuan " *

Selain ayat al-Qur "an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS al-
Anfal: 8: 72: al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa' & 7, dan 33.

2. AlSunnah

{mam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewansan
tidak kurang dari 46 hadis* Imam Muslim menyebut hadis-hadis
kewarisan kurang lebih 20 Hadis.* Di antaranya:

a Hadis riwayat Muttafaq ‘alaih atau diriwayatkan olch Bukhari
dan Mushim.

2 (ade 5ea) $5 Joy J5Y 56 (3 U Lol s AL

' Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur ‘an dan
Terjemahmya, Depag R1, 1986, h 116

# Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Kairo
Dar al- Fike, tth) b, 397

# Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz 8, M]dl. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981
Mih. 2-13

4 Muslim, Sahih Mustint juz 2, (Jakanta: Dar lhya" al-Kutub al-Arabiyah, .}, h. 2-5

" Syekh al-fmam Muhammad bin Al bin Muhammad Asy Syaukam, Nail al-Auar
Min Ahadisi Sayvidi al-Ahyar Sarh Muntoga al-Akhbar, juz 4, (Beirut Libanon: Daar
al-Qutub al- Umiah, 1973}, k. 119

Al Hisvens - Ricki Muhiomennd Farss - Zuohwh Hanbum | 9
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Artinya: Nabi SAW. bersabda: "Rerikanlah bagian-
bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya

untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).
HR Bukhari dan Muslim,

b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir
tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq “alaih).’

¢. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa’ad Tbn Abi Wagqas,

3 on g ekl Gogm Joy e B S ) Jpery Gl
e 53Uy e gl o g gl 03 G 1 A Jpn)l s e
B gy Jasdl Y B o sl e B &Y @ 7 Y,
g bl Uy s ol el S ST, i sl Y B

Hade e i) o giSs de 2,5 ) e

Artinya: Rasulullah SAW, datang menjengukku pada tahun
bt wada "di wakiu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya
kepada beliaw: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita
sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada,
Yementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali
seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua
pertiga hartaku? “Jangan®, jawab Rasulullah. Aku bertanya:
“Separuh”? “Jangan” jawab Rasul. “Sepertiga”?, tanva Sa’ad
Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau
besar, sungguh kamu jika meninggatkan ahli warismu dalam
keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan
mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang
banyak” (Muttafag “alaih).

d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-
bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya
nwayat dan Huzal ibn Syurahbil mengatakan:

" Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjay al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahik
Musiim, (Mesir: Tijanah Kubra, wh), h 110

10 | Awal Havan - Ricki Mishamad Harig - Zuhd Hassbaan
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Artinya: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan
separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai

penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan
(Rivawat al- Bukhari),

3. ljma’

ljma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal
Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam
al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat
dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

4. Ijtihad

ljtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan
kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati
Misalnya terhadap masalah radd atau *awl, di dalamnya terdapat
perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil yjtihad masmg- masing
sahabat, tabi'in atau ulama_ Yang perlu dikemukakan di sini adalah,
bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering discbut dengan
fara’id (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya,
dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang
atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur’an. Yang
jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketenfuan baku dalam al-
Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional
atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan

B. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa. rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu
pekerjaan,™ sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk)
yang harus diindahkan dan dilakukan, ™' Dalam buku Muham mad Amin
Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn), jamaknya arkan, secara harfiah

% M. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillat al-Ahkam,
(Bairut Daar al- Kutub al-ljumaiyah Libanon, tth), h. 195

*“ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta
Balai Pustaka, 2002).h 966
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antara lain berart tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar,
bagian, unsur dan elemen.

Sedangkan syaral (Arab, syarth jamakmya syara ‘ith) secara literal berarti
pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun
thartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari

a, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsumya) itu
sendin, bukan karena tegaknya. Kalau tdak demikian, maka subjek (pelaku)
berartt menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bag: sifat, dan
yang disifati (@l-marhgf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti
diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: “sesuatu yang
ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum
Iu sendin.” Yang demikian it terjadi, kata Al-K hudlari, karena hikmah
dar ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau
sebab hukum *

Dalam syari’ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau
tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah “suatu unsur yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga

yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak
adanya sesuatu jtu."™®

Diefinsi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan
hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, vang ketiadaannya
menyebabkan hukum pun tidak ada " Perbedaan antara rukun dan syarat
menurut ulama Ushul Figih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya
lergantung keberadaan hukum dan 1a termasuk dalam hukum itu sendiri.
sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan
hukum, tetapi 1a berada di luar hukum itu sendiri

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut
mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

" Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Istam di Dunia lslam, (Jakarta: Raja
Crafindo Persada, 2004), h 95

"' Abdul Azis Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakara Ichtiar Barn
van Hoeve, 1996)h 1510

“ Ihid b 1691

" Ihid  h 1692
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Adapun syaral-syarat kewarisan sebagai benkut:
1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah
bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya
dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam |

a Mati hakiki (sejati)

yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus
melalui pembuktian, balwa seseorang telah meninggal duma

b. Mati hukmy (yuridis)

Seccara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia
sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yung mafqud,
vaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaiman
keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan
pertimbangan — pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan
bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang
murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari
dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia
telah meninggal dunia Kemtian tersebut berlaku sejak tanggal
ketetapan hakim.

¢. Mati takdin (menurut dugaan)

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan
dugaan keras, Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul
perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir
dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu
diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau missal lain
seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang,
atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam
keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tdak
diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa
orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan
telah meninggal.

2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian M UWAris.

Ahli waris vang akan menerima harta wanisan disyaratkan 1A
harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia
Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud
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(hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masth dalam
kandungan ibunya, Orang yang mafqud tidak diketahui dengan
pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya
ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk
ketetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam
pasal khusus tentang orang yang mafqud,

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika
muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan
muwans atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal
khusus tentang anak di dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang — penghalang mewarisi,

Ahli waris yang akan menerima warisan harus ditelit; dulu
apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah
satu dan mawani’ul irisi yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan
agama, perbedaan agama

Adapun rukun pembagian warisan ada ti ga, yaitu:*

a. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau
orang yang mewariskan hartanya ¥ Syaratnya, al-muwarris benar-
benar telah meninggal dunia_ apakah meninggal secara hakiki,
secara yuridis (hukmi) atau secara tagdin berdasarkan perkiraan *

b. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan
mempunyat hubungan kekerabatan baik karena hubungan
darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena
akibat memerdekakan hamba sahaya ™ Syaratnya, pada saat
meninggalnya al-muwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan
hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih
berada dalam kandungan (al-hami). Meskipun masih berupa janin,
apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau
cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan
warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai
batasan paling sedikit (batas minimal ) dan atau paling lama (batas
maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui

+a mad Rofiq, Figh Mawaris, Edisi Revisi, Jakarta raja Grafindo Persada 2002,
him, 28-30

"' Zakiah Daradjar, [y Frgh, jilid 3, Yogyakarta Dana Bhaku Wakaf, 1995 him. 17
** Azhar Basyir, ap. cit, him 20-3]

" Sayyid Sabiq, Figh ai-Sunmah. Kairo Malktabah Dar al-Turas, tth, 257,
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kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah i akan
dibahas tersendin dalam pembahasan tentang al-haml.

¢ Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah

dikurangi biaya perswatan jenazah, pelunasan utang, dan
pelaksanaan wasiat *

(. Kedudukan Hukum Kewarisan Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam mengatur beberapa bidang, antara lain bidang hukum
kekeluargaan yang meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan.
Hidang hukum kekeluargaan biasanya diatur dalam al-Qur’an surat an-Nisa
(().5.1V). Setiap orang Islam yang akan melakukan perkawinan tentunya
akan mematuhi aturan hukum perkawinan yang diatur dalam al-Qur’an.
Adanya perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang menimbulkan
hak dan kewajiban bagi suami istri. Keluarga merupakan unit terkecil yang
memegang peranan sangat penting bagi masyarakat dimana mereka diikat
dengan suatu akad mikah dengan tujuan membangun keluarga bahagia
sesual syariat Islam "

Mengenai hukum kewarisannya. siapa saja yang berhak dan
berapa bagian setiap ahli waris serta bagaimana harta peninggalan yang
ditinggalkan oleh pewaris semua diatur di al-Qur’an karena setiap orang
pasti akan mengalami kematian dan memmbulkan penstiwa kewarisan
sgpanjang rukun kewarisannya dipenuhi. Kewansan juga menyangkut
harta benda yang bila tidak diberikan ketentuan akan mudah menimbulkan
sengketa antara para ahli waris. Disimpulkan hukum kewarisan punya
kedudukan vang sangat penting, bahkan para ulama menjadikan pembagian
harta warisan menjadi satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu faraidh.*

Menurut Prof. Dr H. T Azhan, S H, faktor-faktor yang melahirkan
hak kewarisan Islam adalah: .

1. Faktor seiman

Antara pewaris dan ahli wans harus seiman, jika keduanya
berbeda agama maka tidak akan memimbulkan hak kewansan

2 paushich Maruzi, Pokok-Pokok Hmu Woris, Semarang: Mujahidin Pustaka Amam,
1981, him 11-12
“ Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia h 6

¥t N Soelistijono, SH, CN dan Neng Djubaedah, SH, M H., Hukum
Rewarisan [xlom Indlomesaa, b 3
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sesuat dengan hadits dari Abdullah bin Umar yang menyampaikan
perkataan Rasullulah SAW bahwa “Tidak saling mewaris antara dua
pemeluk agama yang berbeda™ ©

2. Faktor hubungan darah (geneologis)

Ini adalah fakior yang dominan dalam hukum kewarisan Islam
terutama menurut pandangan Syafi’l dan ahi-ahli figih, karena orang
yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup
(menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh. Misalnya
antara pewarns dengan anak, cucu, dan saudara,

3. Faktor hubungan perkawinan / hubungan semenda

Seorang suami akan memperoleh warisan dari istrinya karena
berdasarkan hubungan perkawinan demikian pula sebaliknya. Jadi,
karena hubungan perkawinan akan menimbulkan hak kewarisan
antara suami dan 1stri

D. Hubungan Hukum Perkawinan Dengan Hukum Kewarisan

Salah satu prinsip di hukum perkawinan Islam adalah timbul hak
kewarisan antara lain karena hubungan semenda yang menimbulkan
hubungan kewarisan antara suami istri. Sebelum lahirnya hukum kewarisan
Islam tidak dikenal karena menurut hukum adat, suami atau istri vang
ditinggal mati istri tau suaminya tidak mendapat warisan. Dilihat teori Prof
Dr. Hazairin, S H, mengenai larangan perkawinan yang terdapat dalam
al-Qur’an surat an-Nisa ayat 22,23 24 terutama di penghujung ayat 24 itu
yang berbunyi*: “Wa uhilla lakum maa warooa d=alikum". Yang artinya
dihalalkan bagi kamu wanita-wanita selain yang telah disebutkan dalam
larangan-larangan perkawinan. Disini dijelaskan bahwa semua wanita
diluar larangan-larangan itu boleh atau halal dikawini oleh setiap laki-laki
Tetapi sepanjang mengenai perkawinan antara saudara SEpUpU yang cross
cousin marriage maupun yang paralel cousin marniage dilarang. Larangan
seperti inl hanya dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di
Tapanuli, di mana menurut adat masyarakat ini ada larangan Mengawini
saudara sepupu (larangan perkawinan endogami) Kalau bentuk masyarakat

" Moh. Anwar, Faraidl Hukem Waris Dalam [slam dan Masalah-Masalatmya,
{Eumhaya';ﬂi—ikhlas. 1981), h. 31
Hibed h 4
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yang bilateral®’, maka secarn otomats sistem kewanisannyapun bilateral,
oleh karena itu meaurut Prof. Dr. Hazairin, S.H, sistem hukum kewarisan
islam adalah bilateral individual * Hal ini dijelaskan dalam:

I QSIV: 11 Menjadikan semua laki-laki maupun perempuan
menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Demikian pula menjadikan ayah
dan ibu menjadi ahli waris bagi anaknya®’

2. Q.S.IV: 12 dan 176 Menjadikan Saudara ahli waris bagi
spudaranya yang punah, tidak peduli apakah si mati itu laki-laki atau
perempuan, demikian pula tidak peduli apakah saudaranya yang mewarisi
itu laki-laki atau perempuan.®

3. Q.SIV : 7 dan 33 Mengandung prinsip-prinsip bagi sistem
kewarisan vang individual, yaitu ada ahli wans yang masing-masing berhak
atas suatu bagian yang pasti, dan bahwa bagian-bagian itu wajib diberikan
pada mereka (nasiban mafrudan, faatuhum nasibahum).*

Bilateral artinya bahkan ahli waris dapat menarik garis keturunan
baik melalui pihak laki-laki maupun pithak perempuan. Sedangkan
Individual berarti bahwa bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli warns
dapat dimiliki secara individu*

F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
1. Asas ijbari (memaksa)

Secara etimologis, kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu
melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri® Dalam hal hukum
waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendinnya,
maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak
dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat

4 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurul al-Ouran dan Hadits, {Takarta
Tirtamas, 1981), h.13

* Ibid b, 16

7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta Prenada Media, 2004), h 20

“ Hazainn, Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-{uran ceare Hoedits, h 14

* Itid_h 16

w Yati N Soelistijono, S H, C.N. dan Neng Djubaedah, SH , MH, Hukum
Kewarisan Islam Indonesia, h 6

i D Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewearisan [slan dalom Lingkungan
Adat Minemgkabay, (Jakarta, PT Gunung Agung, 1984), h 18
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menolak atau menghalangi-halangi terjadi peralihan tersebut, ™
Perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli
warisnya berlaku dengan otomatis menurut ketetapan Allah SWT
tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur
paksaan terlthat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan
perpidahan harta kepada dirinya sesuai yang telah ditentukan. Unsur
[jbari tidak akan memberatkan ahli waris, karena ahli waris hanya
berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban
memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris, Kewajibannya
hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta
yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dari
hartanya ahli waris. Asas ijbari dalam hukum islam dapat dilihat
dari beberapa segi:

a. Segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang
mati ity beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa
kecuali oleh Allah SWT. Jadi pewaris tidak perlu menjanjikan

sesuatu sebelum 1a meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu
meminta haknya

b. Segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam
harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT. sehingga
pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah
atau mengurangi apa yang telah ditentukan.

c. Segi penenima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang
berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara
pasti, schingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat
mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau
mengeluarkan orang yang berhak, sesuai dengan Firman Allah
SWT dalam Q.S.IV : 11, 12, dan 176.

2. Asas bilateral

Mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui 2 arah,
maksudnya adalah setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua
belah pihak vaitu pihak gans keturunan laki-laki dan pihak gans
keturunan perempuan. Dapat dilihat dalam Firman Allah SWT surat
al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, Dan keempat ayat tersebut terlihat

—

" Suhrawardi K Lubis, S H dan Komis Simanjuntak, SH. Hukum Weris slam
(Lenghap dun Prokiis), (Jakarta Siar Gralika, 2004) h 35
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jelas bahwa kewansan itu becalib kebawah (anak-anak), ke atas (ayah

dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dan kedua belah pihak

garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan dan Menerima warisan

dari dua garis keluarga yaitu garis laki-laki- dan garis perempuan.
3. Asas lndividual

Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara
perseorangan. Masing-masing ahli waris berhak menerima
bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
Ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan schagai pribadi
mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang
dalam istilah Usul Figh disebut “ahliyatu al wujub”* Pembagian
secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib
dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat diakhirat bagi
vang melanggarnya sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah
SWT surat al-Nisa ayat 13 dan 14.

4. Asas Keadilan berimbang

Keadilan dalam hukum kewarisan dapat diartikan sebagai
keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara
yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Juga berarti
keseimbangan antara hak yang diperoleh sescorang dengan
kewajiban yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan
misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban
vyang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat. Jadi, bagian yang diterima olch masing-masing ahli
waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing
terhadap keluarganya ™

5. Asas kematian

Peralihan harta sescorang kepada orang lain hanya berlak
setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Maksudnya
adalah hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk
kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau kewarisan
abintestato (dalam BW) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar

 Abdul Wahab Kalaf, Usulu al Figh, (Jakarta: Dewan Dakwah Tslam Indonesia,
1974), h 136

A M uhammad Daud Ali, Hukum den Peradilan Agama, {Jakarta Grafindo Persada,
1997y h 126
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wasial atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat
wasiat yang dibuat pada wakta masih hidup atau vang disebut
kewarisan secara testamen,

F. Sebab-sebab Kewarisan dan Sebab-sebab Terhalangnya,

Mawaris adalah bentuk jama ' dari kata miras yang artinya harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah
adalah ( ilmu ) yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan
warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-
masing ahli waris dan cara pembagiannya. Tlmu mawaris disebut Juga dengan
faraid bent jama’ dari faridah yang artinya bagian tertentu atau ketentuan

Islam telah memberikan aturan tertentu kepada pemeluknya
mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih
dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat
diteriam ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:
|. Orang yang mewariskan harta ( Muwarris ) telah meninggal dunia®,

2. Adanya harta warisan ( maurus, miras, irs, turas, dan tarikah ) yang
hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti
hutang ataupun wasiat®™

3. Ahli wans hidup ketika muwarris meninggal dunia. Termasuk dalam
hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak
terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris
terlebih dehulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima
warisan. Namun, jika muwarris dan ahli waris meninggal secara
bersamaan, misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu
pesawat terbang dan pesawatnya meledak, maka salah seorang
dan mereka tidak dapat mempusakai yang lain karena tidak jelas
hidupnya siapa yang mati lebih dahulu, artinya tidak diketahu siapa
yang mati duluan dan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan
mercka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih
ludup ketika kematian mereka™

" Prof. Subeku, Pokok-Pokok Hikum Perdoia, (lakarta: Intermasa, 1977), h.78

" Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 22
"M Idris Ramulyo, § H |, Hukum Kewearisan [vlans (Jakana Ind Hill-co,1987). h 51
M. Ali Hasan, Hukum Warisan dealam Isiam, (Jakarta Bulan Bintang, 1998), h_ 14
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Memang, janin dalam kandungan ibunya masih berhak menjadi
ahli waris jika pada saat kematian pewaris telah jelas hidupnya.
Hak kewarisannya itu baru menjadi pasti jika waktu lahimya dalam
keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya sebagaimana sabda
Rasulullah saw yang artinya; Apabila bayi baru dilahirkan menangis,
1 sudah mendapatkan warisan ( HR. Abu daud)™.

Ulama mazhad berbeda pendapat dalam menanggapi hadis ni.
Menurut Malikiyah dan Hanbaliyah, anak yang keguguran jika
terdengar tangisan ketiak lahimya, maka tidak diberikan warisan
dan tidak diambil waris darinya meskipun ia bergerak dan bernafas.
K ecuali jika agak lama ia bernafas atau sampai disusui. Sedangkan
menurut Hanafiyah dan Syafiiyah jika ia bergerak, bernafas, atau
bersin. maka diberikan waris dan diambil warisan darinya *

4 Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai atau mawari ‘al-
irs (akan dikaji lebih lanjut).”

Menurut etika, moral dan menghindarkan kekaburan ahli waris, serta

perselisihan dibelakang han kelak, maka pembagian harta warsan

hendaknya dipercepat dengan tidak ditunda berlama-lama sebelum
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti:

« Ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga
menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini belum
lagi ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya (hilang dan
sebagainya) setelah merantau di suatu tempal yang tidak diketahu
lokasinya.

«  Ahli waris kerepotan menanggulangi orang-orang yang ketiga *
memanas-manasi’ situai yang merasa pembagian tidak sempurna
dan pas. Orang-orang ketiga itu bisa jadi dari isten/menantw/
mertua/ masing-masing atau orang lain yang berharap terjadi
perselisihan di antara mereka karena pembagian warisan tersebul.

« Ahli waris khususnya mantan isteri akan menikah dengan

mantan duda yang memiliki beberapa anak, tetapt beberapa tahun
kemudian memiliki anak lagi. Belum lagi sebidang tanah dan

W Abu Daud, Sunan Abu Diud Kitab al-faraid no, 2531

“ Ahdullah zaki al-Kaff, Figih Empat Mazhab terjemahan{ Bandung Hasyimi
Press, 2004),cet 2,h 328
¥ Faichur Rahman, me Waris, ( Bandung - Al-Ma'arif, 1994)h 79
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rumah peninggalan mantan suami [ sekarang menjadi luas dan
mewah karena usaha suami 1, Beberapa tahun kemudian suami [1
meninggal. Sekarang, ahli-ahli waris menjadi bingung dan repot
membag: harta warisan mereka. Akibatnya, kekhawatiran akan

muncul yaitu perseteruan antara anggota keluarga yang terkadang
menyebabkan putus hubunga silaturrahmi,

Sekalipun hal ini bukanlah syarat mutlak dalam pembahsan
fikih, tetapi lebih merupakan menjunjung tinggi etika dan hubunga
silaturrahmi di antara orang-orang yang bersaudara. Hal im
dikarenakan sering kali terjadi sebab harta bisa mengakibatkan
putusnya hubungan silaturrahmi bersaudara ataupun pembunuhan

Syarat-syarat diatas dijadikan dasar untuk dapat menerima
warisan. Untuk itu, dikemukakan sebab-sebab kewarisan dan sebab-
sebab terhalangnya kewarisan,

1. Sebab-sebab kewarisan.
a. Adanya hubungan kekeluargaan ( al-qarabah)

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, dalam al-qur’an surat
an-Nisa’ ayat 7 yang berbunyi, “Hubungan kekeluargaan itu
adalah ibu-bapak ( orang tua kandung ) dengan anak-anaknya
( putra dan putri ) dan kaum kerabat muwarris vang meninggal
dunia baik laki-laki maupun wanita menuru ketentuannya
( arang-orangnya akan dibahas selanjutnya), Hubungan ini

ditekankan pada adanya pertalian darah dari muwarris yang
meninggal dunia’™,

b. Adanya hubungan perkawinan ( al-mushaharah),

Hubungan perkawinan yang sah anatar suami dan isteri
telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta 1ika
salah seorang dari keduanya meninggal dunia Masing-masing
pthak adalahteman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam
memikul beban hidup bersama Suami sebagai pemimpin yang
bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi
mencukupi nafkah dan keperluan hidup isterinya. Oleh karena
itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu

“ Yau N. Soelistijono, S H, C N dan Neng Djubaedah, S H , M H., Hukum Wearis
[slarm D Indonesia, b 14-15
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sebagai imbulan pengorbanan dan jerih payahnya jika isterinya
meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian
juga sebaliknya, isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama
merasakan suka-dukanya hidup berumah tangga, menjaga harta
suami. dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu
suaminya dan beketja untuk menambah penghasilannya, maka
adillah kiranya kalau isteri diberi bagian yang pasti dan harta
peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai
sumabangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung
nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya
meninggal dunia dengan meninggalkan harta®.

c. Adanya kegiatan sesorang memerdekakan orang lain dari
perbudakan ( al-wala’}.

Hal ini dinyatakan rasulullah saw dalam suatu hadisnya

vang artinya: " Sesungguhnya hal wala’ itu orang yang
memerdekakan” ( H.R. Shahih bukhor /™.

Perbudakan atau wala’ itu sendiri dapat dibagi dua, yaitu:

| Wala'ual-"atagoh atau ‘ushubah sababiyah yaitu kekerabatan
yang timbul karena membebaskan budak dan bukan karena
ada hubungan nasab, Jika seorang pemilik budak telah
membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan
dan hak harta bendanya, maka berarti ia telah merubah status
orang yang semula tidak mampu bertindak, menjadi mampu
memiliki, mengurusi dan mengadakan transaksi terhadap
harta bendanya sendiri dan mampu melakukan tindakan
hukum lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah
di hadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas
melaksanakan anjuran syariat untuk membebaskan budak’
syariat memberikan hak wala’ kepadanya

Y Wala'u al-muwalah yaitu kekerabatan yang timbul karena
adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara
seseoranga dengan orang lain. Misalnya, seorang berjanji
kepada orang lain, " hai bang, engkau adalah tuanku yang dapat
mewarisi aku jika aku telah meninggal dan dapat men gambil

o1 Alymad Rofiq, Hukum Waris, b 24
v Al-Bukhaort, Shahih bukbori Kitab al-Buyn " no 2011
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diyah untukku jika aku dilukai seseorang”. Kemudian, orang
lain yang diajak berjanji menerima janji itu dan melakukan
hal yang sama. Pihak pertama disebut dengan al-mawali atau

al-adna dan pihak kedua disebut dengan al-mawala atau al-
matila.

d. Adanya hubungan agama,

Jika scorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai
ahli wanis seorang pun, baik karena hubungan kekerabatan,
pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke bait al-mal
untuk kepentingan kaum muslimin.

Artinya: “ Barang siapa meninggalkan harta, maka untuk
ahli warisnya dan paman adalah juga sebagai pewaris. Barang
stapa yang tidak mempunvai ahli waris, maka akulah sebagai
pewarisnya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku
mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa
warisan " .(H.R. Musnad Ahmad)®

1. Sehab-sebab terhalang kewarisan,

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan
mawaris al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli
waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris.
Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama
ada tiga, yaitu
1. Pembunuhan (al-gatl),

2. Berlainan agama (ikhtilaf al-din),

3. Perbudakan (al- ‘abd),

4. dan yang tidak disepakati ulama adalah Berlainan negara.
a. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-
muwarris, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta
peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan
mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan
diri dari “Ali ibn Abi Thalib dan Mu’awiyah karena peristiwa

* Musnad Ahmad kitab Musniod as-Syamivisn no 16547
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arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu’awiyah hampur dikalahkan
dengan mengangkat mushaf menentang pendapat ini. Alasan
mereka, ayat-ayat al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunu.
Avat-asyat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa’ ayat 11- 12 hanya
memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-
ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.”

Adapun dasar hukum yang melarang ahli warns yang
membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah
sabda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah:

ade &) o ) Jguy J5 16 0se 1 Adl 8 ot 0 07 U85
A ey s Uy Gl el ped S e B ) dy
MJJ"F J.;. 4id g H..J-‘.J.a}h Sl ‘ﬁr-'l.j JJU.&

Artinya: Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari keakeknya
ra.. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit
pun harta warisan bagi pembunh. Diriwayatkan oleh an-Nasa i,
ad- Daraguthni dan diperkuat oleh 1bnu Abd al-Barri tetapi
dinilai cacat oleh an-Nasa'l, dan vang benar hanya mauguf

pada Amru saja.

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam
pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat
menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan
korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama
mazhab Hanafivah menjelaskan bahwa pembunuhan yang
menjadi penghalang mewarisi adalah

a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu
pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan
dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa
orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, vang

hH Muhammad Abd al-Rahim, al-Mubcdarat fi al-Miras af-Mugoran, Kairo: tp,
tth, him. 48

' Al.Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr
an- Nasa'i, Suran an-Nasa i, Mesir. Tijariyah Kubra, tth, him. 124, Sayyid al-Iman
Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jermi

:‘dilﬂurul'—.-'l hkam, juz 3, Mesir Mushthafa al Babi al-Halab: Wa Aufaduh, 1379 H/ 1960
 him. 101
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secara umum dan Kasat mata diduga dapat digunakan untuk
membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia
yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang
meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.

b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu
pembunuhan mirip sengaja (svibh al- ‘amd), sepert seseorang
sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat
dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang
yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya
yang tidak sengaja bertujuan membunuh tersebut, dikenakan
kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani,
pembunuhan mirip sengaja dikatagorikan sengaja, dengan
menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan
cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini
membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak
lagt berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi gishas.

¢. Pembunuhan khilaf (gatl al-khatha ). Pembunuhan ini dapat
dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya
seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira
binatang dan mengena sasaran, lalu meninggal. Ternyata
yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf
tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon
yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat
dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buky
al- Tasyri'al-Jina'i al-lslamy memberi contoh, seseorang
melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud
latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya Kekeliruan ini
terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang
dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat
keluarganya meninggal dunia 68

d. Pembunuhan dianggap khilaf (al-jar majra al-khatha).
Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang
berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa
saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan
berat tersebut dikenai hukuman kafarat. Lebih lanjut Ulama

“ Abd al-Cuadir .ﬂ..u::ilz_lsh al-Tasyr " al-hina 't al-Istamy_ juz |, (Mesir- Dar al-Fikr
al-Araby, tth ),h 84
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Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak
menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada
empat yaitu:

1) Pembunuhan tidak langsung (fasabbub),

2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas
untuk membunuh si terhukum,

3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum,

4) Pembunuhan karena ‘uzur, seperti pembelaan diri™

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa
pembunuhan yang menjadi penghalang mewarnisi adalah
a. Pembunuhan sengaja,

b. Pembunuhan mirnp sengaja,
¢ Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang
mewarisi adalah:

a Pembunuhan karena kKhilaf,

b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum,

¢. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti
algojo yang melaksanakan tugas hukuman gishas, dan

d. Pembunuhan karena, uzur untuk membela dir,

Ulama mazhab Syafi’ivah menyatakan bahwa semua
jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang
berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis
pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan Jadi seorang algojo
misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang
masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tdak berhak
mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada
ahli warns lainnya

“ Fatchur Rahman, dmn warrs, (Bandung al-Ma’arif, 1981)h 89
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Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda
Rasulullah SAW. riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu
Selain 1w diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuban dengan
segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana
perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewanisi. Dengan
demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya
penghalang untuk dapat mewansi.™

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih
realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan
hukuman gishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi
penghalang mewansi bagi ahli wans, yaitu:

Pembunuhan sengaja,
Pembunuhan mirip sengaja,
Pembunuhan yang dianggap khilaf,
Pembunuhan khilaf,

Pembunuhan tidak langsung, dan

. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum,

Dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas
(Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan
adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang
hak yang dibenarkan oleh syari’at Islam, seperti algojo yang
melaksanakan tugas hukuman gishas atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah
i yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang
ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya,
Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam
tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam
kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku
pembunuhan itu, Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan
kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat
menentukan jenis dan katagon pembunuhan, apakah berakibat
menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

B O O @

o

% Thicl him. 91
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b. Berbeda Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dan orang kafir,
begitu juga Sebaliknya " Hukum ini disepakati para imam yang
empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i
bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak
sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita
kafir. wanita Islam tidak boleh dikawim lelaki kafir.”

Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris
sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah
ahli dua agama (berlainan agama), Maka seorang Islam tidak
dapat mewaris orang kafir, dan Sebaliknya.™

Rerlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah
apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama
Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahl waris beragama
Islam, muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian
kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal
dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di
antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi

Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda
agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab
Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits
Rasulullah niwayat al-Bukhani dan Muslim sebagai berikut

SO0 A &, Y B oy ade il Ja o) g o Al g
Made e () B0 S Y,

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw.
Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafw, dan orang
kafir tidak mewarisi orang muslim". (Muttafag ‘alaih).

T Syekh Mahmud Syalthut, Figik Tujuh Madzhab, terj Abdullah Zakiy al-Kaaf,
{Bandung CV Pustaka Setia, 2000),h 293

= TM Hashi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, Tinjauan aniar Mazhab,
(Semarang: PT Pustaka Rizk Puira, 2001)h 310

" Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Gihazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, (Indonesia,
Dar al-Thya al- Kitab, al-Arabiah, tth)h 6.

" Al-fmam Abu Abdillah Muhgmmad ibn Ismail ibn al-Mugirah ihn Bardizhah
al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, him,
194, Sayid al-fman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, Subul as-Salam Sarh Buligh
al-Maram M Jami Adilfat al-Ahkam, Juz 3, (Mesic Mushithafa al babi al-Halabs Wa
Auladuh, 1379 H/1960 M), h. 98
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Hadits riwayat Turmuzi sebagai berikut:

e ) & ) Sy J6 106 L N 2 8 o s
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Artinya: “Dan dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan:
Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap
orang yang berbeda agama (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidszi,
Nasa'i, dan lbnu Majah, Nasa'i juga meriwavatkan dari Usamah
bin Zaid).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 14l surat
al-Nisa’ sebagai berikut:

& ot ,.,",.-.-_,'r Fit -
(B el il Jo Sl & Jaz 15

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu

jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai arang mukmin)
(OS. al-Nisa: 141).7

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di
mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi.
Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa
dalam perjuangan Nabi SAW. meninggal sebelum masuk Islam,
oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-
anaknya yang masih kafir, yaitu ‘Ugqail dan Thalib. Sementara
anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu *Ali dan J a'far, oleh
beliau tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami baliwa vang menjadi
pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda
agama atau tidak, adalah pada saat muwarnis menminggal. Karena
pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya

" Al- Imam Abu [sa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi
at- Turmua, Swman at Tirmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz
tbn Hajar al- Asqalani, Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam, (Beirut Libanon: Daar
al-Kutub al-ljimaiyah tth) h 196,

" Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur ‘an dan
ferfemabmya, Depag RI, 1986, him 103
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ada seorang mushim mennggal dunia, terdapat ahl wans anak
laki-laki yang masih kafit, kemudian seminggu setelah itu masuk
Islam. meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut udak
berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat
pembagian warisan yang dijadikan pedoman.

Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Imam Ahmad
ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa
apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian
warisan dilakukan, maka ia tdak terhalang untuk mewarisi,
Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum
harta warnsan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sejalan dengan pendapat
golongan mazhab Syi’ah Imamiyah Alasan yang dikemukakannya
adalah, sebelum harta dibagi, harta-hana tersebut belum menjadi
hak ahli waris yang pada saat kematian muwarris telah memeluk
Islam. Namun pendapat terakhir ini, agaknya sulit diikuti, karena
besar kemungkinan, kecenderungan seseorang untuk men guasai
harta warisan akan dengan mudah mengalahkan agama yang
dipeluknya, dan menyalahgunakan agama Islam sehagal upava
memperoleh harta warisan. Walaupun pada saat kematian
muwarris, ia masih berstatus sebagai kafir, sebelum harta dibagiia
dapat menyatakan diri memeluk [slam untuk tujuan mendapatkan

wansan.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi
ketentuan hak mewansi adalah saat pembagian warisan, tentu
akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau
mengakhirkan pembagian warisan.”

Pemahaman yang dapat diambil dari prakuk pembagian
warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-
sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi
Hakikatnya, antara agama-agama selain [slam adalah satu, yaitu
agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafivah,
Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah
Firman Allah SWT:

" Fatchur Rahman, Hmu Warrs, Bandung Al-Ma'anif, 1981 him 12
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Artinya: ...maka tidak ada sesudah kebenaran i,
melainkan kesesatan... (OS. Yunus-.32).

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa
perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi
penghalang mewarisi. Dasarnya adalah, bahwa masing-masing
agama mercka mempunyai syari‘at sendiri-sendiri, seperti
diisyaratkan Firman Allah SWT:
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Artinya : “Dan kami Telah turunkan kepadamu Al
Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang
sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sehelumnya) dan
hatu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganiah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meningealdan
kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap !
diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang,
sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu wmat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu senuan v, Talu

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan
itu, "
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Mengena orang muitad orng yang keluar dar agama
Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan
hukum tersendiri, Hal ini karena orang murtad dipandang telah
memutuskan tali (shilah) syari’ah dan melakukan kejahatan
agama.” Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur’an
bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama
menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi
oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sgma muriad.
Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta
fari'atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang
murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk
Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya,
dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal im dapat
dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh
ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad.

Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua
kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal. Ibnu Rusyd dalam
kitabnya Bidayah al-Mujtahid menerangkan tentang wans beda
agama secara rinci yang uraiannya dapat ditkuts di bawah ini:™

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fugaha
Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewars orang
kafir karena adanya hadis sahih tersebut. Dalam pada itu, Mu“adz
bin Jabal dan Mu’awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa’id bin
al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan
fugaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir

Dalam kaitan ini mereka menyamakan hal itu dengan
wanita=wanita orang kafir yang boleh dikawini. Mereka berkata,
“Kami boleh mengawini wanita mereka, tetapi kami tidak
diperbolehkan mengawinkan mereka dengan wanita kami,
maka begitu hainya dengan hal warisan” Dan dalam hal ini
mereka meriwayatkan hadis yang musnad. Abu Umar berkata,
“Pendapat tersebut tidak kuat bagi jumhur fugaha ™ Mereka

" Mustich Maruzi, Pokok-pokok Himu Woris, (Semarang Pustaka Amam, 1981).h 16
™ Thou Rusyd, Ridavah af Mujtahid Wa Nikayah al Muglasid, (Bewrut Dar Al-Jul,
1409 H/1989) h 413417
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Juga menyamakan kepewarisan dari orang kafir tersebut dengan
qishash darah yang udak seimbang.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fugaha Hijaz
berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau
mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak
mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi’i
serta dipegangi oleh Zaid ra. dari kalangan sahabat »

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fugaha
Kufah, dan kebanyakan fugaha Basrah berpendapat bahwa orang
murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama
Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Tbnu Mas’ud r a. dani kalangan
sahabat

Fugaha golongan pertama berpegangan pada keumuman
hadis. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan
mentakhsiskan keumuman hadis dengan qiyas. Qiyas mereka
dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim
itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut
mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan,
sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, vaitu
Islam.*

Nampaknya golongan kedua ini menguatkan pendapat
bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang
murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi
ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap
dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak
muliknya. Ttu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan
hukum Islam. Karena itu, hartanva tidak boleh ditetapkan atas
dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir

Menurut Syafi’i dan yang lain, gadla’ shalat Eig
ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari
murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan
dulu, karena masih kehormatan Islam, Dengan penangguhan itu
diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum
mushm terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan

" Amir Sﬁlil’uddm. Hukum Kewarisan fxlam, Jakana: Prenada Media, 2004 h 86
"W e
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Sementara itu, ada segolongan fugaha yang nylench
pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan,
hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab
adalah salah scorang yang berpendapat demikian.

Adapun tentang warisan antar agama, bahwa fuqaha
sependapat untuk memberikan warisan kepada pemeluk agama
vang satu, sehagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian

mercka berselisih pendapat tentang pewarisan antar agama yang
berbeda-beda *

Malik dan segolongan fugaha berpendapat bahwa pemeluk
apama yang berbeda-beda tidak saling mewans, seperti orang
Yahudi dan Nasrani. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh
Ahmad dan segolongan fugaha Syafi’i, Abu Hanifah, Abu Tsaur,
ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua
orang kafir saling mewarns.

Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan
fugaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris
menjadi tiga golongan, Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi’in
adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak
mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang [slam
adalah satu agama pula. Dan Ibou Abi Laila dinwayatkan bahwa

ia berpendapat , seperti pendapat Malik.*

Malik dan fugaha yang sependapat dengannya berpegangan
pada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dan
Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Sedang ulama
Syafi’iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Naln Saw:

sl H\ Sy Y6 }Ljﬁ:‘ﬁdhﬁk}dﬁlatﬂj;ﬂ;ﬂb‘;ﬁj
Hade aima) Jod 3631 20,Y,

" Ibid, him. 87

* Ihnu Rusyd, Bidavah al Mujiahid Wa Nikayah of Mugtasid, him. 414

' Al-Tmam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugicah ibn Bardizbah
al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M, him
194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, Subul as-Salam Sarh Bulugh

al-Maram Min Jami Adillat af-Ahkam, Juz 3, Mesir Mushthafa al babi al-Halabi Wa
Auladuh, 1379 HA%G0 M, him 98
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Artnya: Dari Usamah hin Zaid, sesungguhnya Nabi saw,
Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang
kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafag “alaih).

Berdasarkan dalil khithab mafhum hadis tersebut adalah
orang mushm itu dapat mewaris sesama orang muslim, dan
orang kafir dapat mewaris sesama orang kafir Pendapat yang
menggunakan dalil khithab mengandung kelemahan, seperti
nampak dalam kasus waris ini.

¢. Perbudakan (al-"abd).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah
karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status
formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama
sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan
karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Firman Allah SWT. menunjukkan:

[ Rt s -
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Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang

hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun (8. al-Nahi: 75).%

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan,
sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak
hendaknya dimerdekakan Pada hakikatnya, perbudakan tidak
sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanism) dan rahmat
yang menjadi ide dasar ajaran Islam Ini dit™ukkan melalui
adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau
kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif
yang harus ditempuh.

Ini hmaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan
muka bumi. Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak
cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya
berada pada tuannya. Oleh karena itu ia iidak bisa menerima bagian
warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak
dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus.

* Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur an, Af-Qur ‘an dan
lerjemahrya, Depag RI, 1986, him 413
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Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa
budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila
tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendin statusnya
sebagai “harta” milik tuannya. Sebagai “harta” tentu tidak bisa
memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang
berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa
mewariskan hartanya sebelum 1a merdeka Misalnya ada seorang
budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan
dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar
angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan,
menurut perjanjian yang telah disepakati antara dinnya dengan
tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak
bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang dinnggalkannya.

i. Berlainan Negara.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati
suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala
negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada
ikatan kekuasaan dengan Negara asing. Maka dalam konteks ini,
negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdir
sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang
mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya
berdomisili di dua negara yang berbeda kniterianya seperti
tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara
muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling
mewarisi antara warga negaranya

Malahan Mayoritas [lama mengatakan, bahwa meskipun
negaranya berbeda, apabila antara ahli wans dan muwarnsnya
non-Muslim_ tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewansi.
Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah

menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan
sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.*

*“ Ahmad Rofig, Figeh Waris, b 40-41
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Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah
satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepal
negaranya sendin-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai
wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat
oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim
(wkhuwah Islamivah).

Jadi, dari illustrasi di atas, yang lebih prinsip un ik
diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama
antara ahli waris dan muwarnisnya yang berada di dua negara
yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan
agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.
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BAB 11

A. ASHABUL FURUD
hli wans adalah orang vang berhak menerima harta warisan dari
pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ketentuan al-quran Allah swt, telah menetukan orang-
orang yang dapat dijadikan ahli waris sebagaiman termaktub dalam al-
qur’an surat an-Misa ayat 11-14 dibawah ini;
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Artinya ' Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka
uniuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan
ta drwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibuntya mendapat sepertiga;; jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasial yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnva. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka
yang lebih dekat (banyak) manfaatmya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12.
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dart harta vang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu
Hu mempunyar anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasial vang mereka huat atau (dan)
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sedhuath dibayar hutangnya, pava iters mempoeraleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuli wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudal
dibayar hutang-natangmu. jtka seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak menmggalkan ayah dan tidak meminggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua
Jenis sawdara itu seperenam haria. tetapi jika Saudara-saudara seibu
itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
iu, seswdah dipemehi wasiat yang dibuat elehnya atau sesudah dibayar
hutangnyva dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetdpkan yang demikian ftu sebagai) syarisat yang benar-benar dari
Allak, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 13. (Hukum-
hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa
taat kepada Alfah dan Rasul-Nva, miscayva Allah memasukkannya kedalam
syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di
dalamnya, dan ltulah kemenangan yang besar, 14. Dan barangsiapa vang
mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-
Nya, niscava Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal
di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Untuk lebth nncinya orang-orang yvang kemungkinan dapat harta
pusaka dari seseorang yang meningggal dunia ada 25 orang, diantaranya
|5 orang dan pihak laki-laki dan 10 orang dan pihak perempuan.

1. Ahli waris dari golongan laki-laki
a Anak laki-laki
b. Cucu dan pihak anak laki-laki.
c. Bapak

Kakek dari pthak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum
putus dar1 pthak bapak.

Saudara laki-laki kandung

Saudara laki-laki sebapak saja

Saudara laki-laki seibu saja

Anak laki-laki dan saudara laki-laki yang kandung
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1. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sebapak saja
J. Saudara laki-laki bapak ( paman ) dari pihak bapak yang kandung,
k. Saudara laki-laki bapak yvang sebapak saja

. Anak laki-laki saudara bapak vang laki-laki ( paman ) yang
kandung

m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki ( paman ) vang
sebapak saja

n. Suami
0. Laki-laki yang memerdekakan si mayyit

Jika 15 orang di atas semua ada/hadir, maka yang mendapat
harta pusaka dari mereka itu hanya 3 orang saja, vaitu; bapak, anak
laki-laki, dan suami.

2. Ahli waris dari pihak perempuan.

a. Anak perempuan

b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah,
asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.

c. Ibu

d. Ibu dan bapak.

e. Tbu dari ibu terus ke atas pthak ibu sebelum berselang laki-laki.
f. Saudara perempuan yang seibu sebapak.

g Saudara perempuan yang sebapak.

h. Saudara perempuan yang seibu.

1. Isteri,

j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat
berhak menerima warisan hanyalah 3 orang saja, yaitu: Ister,
anak perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, ibu, saudara
perempuan yang seibu sebapak

Seandainya, 25 orang tersebut di atas dan pihak laki-lak: dan
dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat
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hanya salah seorang dart dua suami 1steri, ibu dan bapak, anak laki-
luki dan anak perempuan,

Bagmimana banci atau khunsa apakah mendapat harta warisan?
Bagaimana pula bagiannya menurut Islam?

Khunsa atau banci, menurut kitab Asy-Syargawi, seseorang
vang mempunyai dua alat kelamin vaitu laki-laki dan perempuan.
Alau orang yang mempunyai lubang yang ada pada dua alatnya '

Sementara 1fu, menurut syarah ar-Rahbiyah, khunsa musykil
itu ada dua macam, yaitu.

|. Yang mempunyai dua alat ( laki-laki dan perempuan ).

2. Yang mempunyai lubang untuk kencing, tetapi tidak sama dengan
alat laki-laki dan tidak sama pula dengan alat perempuan ( yang
keduanva mmi sulit sekali untuk mepentukan statusnya ketka
anak-anaknya, dan apabila sudah baligh kemungkinan kelihatan
tanda-tandanya ( laki-laki atau perempuan ) walaupun dia masih
kecil (anak-anak) untuk mengetahui laki-laki atau perempuan,
antara lain dengan ciri khas kencingnya’

Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat-alat canggih
modern sekarang ini, maka susunan anatomi tubuh manusia suadah
dapat dilihat manakala alat kelamin yang berfungsi secara alamiah
dan manakah yang tidak berfungsi?, maka dihukumlah sebagai
laki-laki atau perempuan. Suatu yang tidak mungkin terjadi dua
alat kelamin berfungsi yang sama dalam satu tubuh manusia, tentu
ada yang tidak berfungsi. Untuk itu, yang berfungsilah dihukumkan
jenis kelaminnya sebagaimana terkadang sebagian manusia ada jan
tangannya enam buah, maka yang satu lagi tidak berfungsi, dan
sinilah warisan diberlakukan sesuar dengan jenis kelaminnya vang
berfungsi.

B. Ashab al-Furud dan Bagian-bagiannya

Ashab al-Furud adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian

tertentu dan harta wansan yang ditinggalkan muwarris. Pembagian yang

Lakana al-Ansan, Asy-Syargawi ‘ala ar-Tahnr ( Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa

Svurahabu, tth)h 210

‘Muhammad bin Umar al-Bakn, Svarah ar-Rahbivah, { Mesir Isa al-Bab al-Halab

wa Syurakahu, 1349 H), h 43
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di tentukan (furud al-mugaddarah) masing-masing adalah '/, '/, 'Y, Y
I'}'l. dan ¥, ( dall i dapat dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 11-12, dan
1 76) dengan uraian di bawah ini,

1. Orang yang mendapat bagian '/, adalah:

a. Anak perempuan jika ia hanya sendin, tidak bersama-sama
dengan saudaranya ( Q5. An-MNisa’: 11).

b. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak
perempuan.

¢. Saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja jika
saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan 1a hanya scorang
saja, (QS. An-Nisa’: 176).

d. Suami jika isterinya yang meninggal tidak meninggalkan anak
dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun
perempuan ( (JS. An-Nisa™: 12).

2. Orang yang mendapat bagian '/, adalah:

a. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu
(anak dari anak laki-laki (cucu)), dan tidak pula meninggalkan
dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu
sebapak ataupun sebapak saja atau seibu saja (QS. An-Misa': 11).

b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-
laki maupun perempuan, jika tidak ada anak, cucu, dan ayah.

1. Orang yang mendapat bagian '/, adalah:

a. Suami jika isterinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik
anak laki-laki atau pun perempuan, atau meninggalkan anak dan
anak laki-laki, baik laki-laki atau pun perempuan.

b. Isteri ( baik hanya satu orang ataupun lebih isten yang di poligami)
jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun
anak perempuan ) dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki (baik
anak laki-laki maupun perempuan). Lalu, jika isten itu lebih dan
satu, '/, itu dibagi rata diantara mereka masing-masing.

4. Orang yang mendapat bagian '/ adalah:

a Ibu jika beserta anak, beserta anak dan anak laki-laki ( cucu ),
atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun
saudara perempuan, seibu sebapak saja, atau seibu saja.
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b. Bapak st mayat jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki
atau angk dan anak laki-laki, dan jikalau bersama anak perempuan
apabila ada sisa harla maka ayah mendapat '/_+ Ashobah

¢. Nenek ( ibu dari 1bu atau ibu dan bapak) jika ibu tidak ada.

d. Cucu perempuan dan pihak anak laki-laki, (anak perempuan dani
anak laki-laki). Mereka mendapat '/, ini baik sendiri maupun
banyak jika bersama-sama seorang anak perempuan. Namun,
jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak
mendapat pusaka.

e. Kakek ( bapak dari bapak) jika beserta anak atau anak dan anak
laki-laki, sedangkan bapak tidak ada,

f. Untuk scorang saudara yang scibu baik laki-laki maupun
perempuan.

g. Saudara perempuan yang scbapak saja baik sendin ataupun
banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu sebapak, jika
saudara kandung banyak ( dua orang atau lebih), maka saudara
sebapak tidak mendapat pusaka.

5. Orang yang mendapat bagian '/, adalah isteri baik satu maupun
banyak jika suaminya meninggalkan anak baik anak laki-laki ataupun
perempuan atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun
perempuan (cucu).

6. Orang yang mendapat bagian */, adalah:

a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-
laki.

b, Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki ( cucu),
Jika anak perempuan tidak ada berarti anak perempuan dan anak
laki-laki yang banyak i1tu, mereka mendapat pusaka dari kakek
mereka sebanyak ¥/, dan harta.

c¢. Saudara perempuan yang seibu sebapak jika dua orang atau lebih

d. Saudara perempuan yang sebapak, dua orang atau lebih.

(. Ashabah

Sementara iu, ‘Ashabah artinya kerabat seseorang dan jurusan
avah, sedangkan menurut Fugaha adalah ahli wans yang tidak mendapat
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bagian vang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh
seluruh fugaha ( seperti ashab al-furud) dan yang belum disepakati oleh
mereka { zaw al-arham ). ‘ Ashabah ini adalah orang vang menghabiskan
seluruh harta yang tertinggal dari si mayat setelah dibagi menurut bagian
masing-masing yang ada berdasarkan ketentuan di atas.

‘Ashabah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. ‘Ashabah an- nasabiyah

‘Ashabah an- nasabiyah yaitu sebab mewansi kaerana adanya
hubungan nasab atau hubungan darah. ‘Ashabah an- nasabiyah
mempunyai bagian lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

« ‘Ashabah bi an-nafs (dengan sendirinya).

‘Ashabah bi an-nafs adalah kerabat laki-laki yang
dipertalikan dengan si mayat tanpa diselingi oleh orang
perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian,
yaitu ( pertama ) antara mercka dengan si mayat tidak ada
perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah s1 mayat
dan ( kedua ) terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan orang
perempuan seperti cucu laki-laki dan anak laki-laki, ayahnya
ayah ( kakek ), saudara sekandung dan saudara seayah. Untuk
ttu urutan ‘ashabah ini dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Anak laki-laki dan cucu laki-laki betapapun jauh menurunnya

Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang artinya:
Rasulullah saw bersabda, “Berikanlah harta warisan (faraid)
kepada allinya ( orang-orang yang berhak menerimanyal,
sedangkan sisanya adalah untuk golongan laki-laki dalam
garis laki-laki" (H.R. Shahih Bukhari).?

Oleh karena itulah, berdasarkan hadis diatas bahwa anak

laki-laki dianggap tidak temasuk ashab al-furud, melainkan
‘ashabah tulen.

b. Ayah dan kakek betapapun jauh keatas.

¢. Kerabat menyamping si mayat yang dekat yakm keturunan
dari ayah si mayat seperti saudara-saudara si1 mayat dan anak
laki-laki mereka betapa rendah menurunnya ke bawah.

' Bukhan, Shafnh Bukhar: hadis tentang Faraid No 6235
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d. Kerabat menyamping yang jauh yakni keturunan dari kakek
st mayat betapa tinggi mendakinya, seperti saudara laki-laki
ayah st mayat dan anak laki-laki mereka sampai terus ke bawah
dan saudara laki-laki kakek si mayat dan anak laki-laki mereka
sampal seterusnya.

Jika para ahli waris ‘ashabah tersebut ada, maka vang
harus didahulukan ialah mercka yang terdekat derajatnya
dengan si mayat. Oleh karena itu jika di dapati anak laki-laki
mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki dani anak laki-
laki, hendaklah di dahulukan anak laki-laki, jika ayah mewarisi
bersama-sama dengan kakek, hendaknya ayah didahulukan.
Jika saudara laki-laki mewarisi bersama-sama dengan anak laki-
laki saudaranya, harus didahulukan saudara laki-laki dan jika
paman mewansi bersama-sama dengan anak laki-lakinya paman
hendaklah di dahulukan paman.

‘Ashabah bi al-ghair.

‘Ashabah bi al-ghair. Adalah setiap perempuan yang
memerlukan orang lain untuk menjadikan ‘ashabah dan untuk
bersama-sama menerima ‘wsubah. ‘Asahabah bi al-ghair ini ada
4 orang perempuan yang bagian ( fard ) mereka '/, bila tunggal
dan */, jika lebih dari seorang, vaitu:

I. Anak perempuan kandung, jika bersama anak laki-laki
kandung,

2. Cucu perempun dari anak laki-laki.
3. Saudarni sekandung
4. Saudari scayah.

Jika salah seorang dan wanita-wanita tersebut bersama-
sama dengan seorang mu ‘assib bi an-nafsi, 1a menjadi ‘ashabah
bi al-ghair ( bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama
dengan mu ‘assib-nya menerima sisa harta peninggalan dan ashab
al-furud atau seluruh harta peninggalan jika tidak ada ashab al-
Jfurud, dengan ketentuan orang yang laki-laki mendapat dua kali
lipat bagian dan perempuan.

Orang laki-laki yang diperlukan untuk menjadikannya
‘ashahah orang-orang perempuan tersebut dan ikut bersama-sama
dengan mereka dalam menenma “wsubah yaitu:
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a) Anak laki-laki kandung, 1a adalah mu'assib bagi anak
perempuan kandung,

b) Cucu laki-laki dan anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya.
Mereka adalah mu’assib bagi cucu perempuan dari anak
laki-laki. Juga orang laki-laki yang lebih rendah derajatnya
danpada cucu perempuan laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya
cucuy laki-laka dari anak laki-laki, jika cucu perempuan tersebut
membutuhkan kepadanva Hal itu disebabkan bahwa dua orang
anak perempuan yang mewarisi bersama-sama dengannya
telah menghabiskan */, harta peninggalan.

c) Saudara kandung, Ia adalah mu‘assih bagi saudarinya yang
sekandung pula.

d) Saudara seayah, 1a adalah mu ‘assib terhadap saudarinya yang
seavah.

e) Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai mu ' assib
terhadap saudan-saudan sekandung atau seayah

Syarat-syarat perempuan yang menjadi ‘ashabah bi al-
ghair adalah:

1) Perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli wans ashab
al-furud

2) Adanya persamaan kelompok (jihat) antara orang perempuan
ashab al-furud dengan mu'assib-nya. Dengan demikian,
anak perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki
yang mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung,
tidak menjadi ‘ashabah bi al-ghair karena jihat mereka tidak
sama. Anak perempuan atau cucu perempuan anak laki-lak
jithatnya adalah jihat al-bunuwah (kelompok vang terdekat
dengan mayal seperti keturunannya yaitu anak-anaknya dan
cucunya), sedangkan saudara sekandung jihatnya adalah
Jthat al-ukhuwah (kelompok yang agak jauh dari s1 mayat
lelubur yang menurunkan si1 mayat seperti kelompok ayah
atau kakek).

3) Adanya persamaan derajat antara orang perempuan ‘wshab al-
Jurud dengan mu ‘assih-nyva Oleh karena 1tu, cucu perempuan
dari anak laki-laki (berderajat dua) jika 1a bersama-sama
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mewarisi dengan anak laki-laki (berderajat satu), udak dapat
menjadi ‘ashabah bi al-ghair sebagaimana halnya saudan
kandung (berderajat dua) jika bersama-sama dengan anak
laki-laki saudar kandung (berderajat tiga). Misalnya, saudara
kandung mendapat '/, saham (fard) kemudian sisanya yang
'/, diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara
‘usubah,

4) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan ashab
al-furud dengan mu'assib-nya. Oleh karena itu, saudari
sekandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) jika
bersama-sama dengan saudara seayah (vang hanya mempunyai
satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi ‘ashabah bi
al-ghair. Kecuali cucu perempuan darn anak laki-laki dapat
menjadi ‘ashabah bi al-ghair dengan cucu laki-laki dan anak
laki-laki yang lebih rendah derajatnya, jika ia dibutubkan oleh
cucy perempuan tersebut untuk memperoleh pusaka sebab
yang belakangan ini tidak bakal menenima pusaka sekiranya
tidak dengan jalan ‘ashabah bi al-ghair.

‘Ashabah ma’a al-ghair,

Ashabah ma'a al-ghair adalah setiap perempuan yang
memerlukan orang lain untuk menjadikan ‘ashabah, tetapi
orang lain tersebut tidak bersenkat dalam ‘uswbah. Mu'assib
(orang yang menjadikan “ashabak) nya tetap menerima bagian
menurut fard ( saham) nya sendin. ‘Ashabah ma’a al-ghair itu
hanya berjumlah 2 orang perempuan dari ahli wans ashab al-
Jurud, yaitu:

1) Saudan sekandung

2) Saudan seayah.

Kedua orang di atas dapat menjadi ‘ashabah ma ‘a al-ghair
dengan syarat;

a) Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak

perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki sampai
selerusnya.

b) Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi
miwassibnya
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Sebagaimana telah diterang di atas babwa mu ‘assib ma‘a
¢l-ghair 1tu diperlukan hanya semata-mata untuk menjadikan
‘ashabah saudari-saudarinya saja untuk menerima ‘usubah. la
sebagal mu ‘assib hanya menerima harta peninggalannya sesuai
dengan fard nya dan saudari yang di ‘asabah kan memperoleh
sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi fard
ashab al-furud, termasuk fard mucassib nya, Pada ‘ashabah
i 'a al-ghair inl mu ‘assib nya tidak turut menerima ‘wsubah. la
hanya diminta untuk mengashabahkan saja. Selesai tugasnya, ia
menduduki fungsinya semula sebagai ashab al-furud.

Dasar hukum adanya ahli wans ‘ashabah ma'a al-ghair im
adalah hadis dan Ibnu Mas ud yang dinwayatkan oleh Bukhan
yang artinya: “Dari Ihnu Mas ‘ud r.a. temtang anak perempuan,
cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi saw menetapkan
hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu
perempuan seperenam, untuk melengkapt dua pertiga dan sisanva
untuk saudara perempuan”.(H.R. Shahih Bukhari)

Berdasarkan keterangan diatas, maka urutan pembagian
harta didahulukan daripada yang lain, Jika ururtan pertama tidak
ada, maka digantikan dengan urutan yang selanjutnya vaitu ashab
al-furud, ‘ashabah: ‘ashabah bi an-nafs, ‘ashabah bi al-ghair,
dan ‘ashabah ma'a al-ghair, kemudian zaw al-arham (yang tidak
dibahas dalam materi ini),

2. *Ashabah as-Sababivah

Ashabah as-Sababiyah yaitu ‘ashabah karena peristiwa
sumpah setia antara dua orang/lebih yang tidak mempunyai
hubungan nasab untuk bersumpah akan saling waris-mewarisi
Jika salah scorang dan mereka telah meninggal duma. ‘Ashabah
berdasarkan sumpah setia imi hanya terjadi ketika Muhajirin dan
Anshar dipersatukan dalam peristiwa hijrah dahulu. Setelah penstiwa
ini, ‘ashabah dengan sumpah setia sudah tidak berlaku lag.

D. Hijab

Secara etimologi hijab artinya penutup, penghalang tabir tiras,
ataupun sekat, sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat
menutup/menghalangi ahli wans yang lain untuk memperoleh bagian-
bagian tertentu harta warisan.
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Ahl wanis yang dihyjab adalah sebagai berikut:

|. Nenek ( 1bu dari ibu atau ibu dari bapak) dihijab oleh ibu.

Kakek di hijab oleh ayah,

3. Saudara seibu dihijab oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
a. Anak baik laki-laki ataupun perempuan.
b. Anak dari anak laki-laki ( cucu ) baik laki-laki maupun perempuan.
c. Bapak
d. Kakek.

4. Saudara sebapak dihijab oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
a. Bapak.
b. Anak laki-laki.
¢. Anak laki-laki dari anak laki-laki { evcu laki-laki),
d. Saudara laki-laki yang kandung

5. Saudara kandung di hijab salah satu yang tiga di bawah ini:
a. Anak laki-laki.
b. Anak laki-laki dari anak laki-laki ( cucu laki-laki)
c. Bapak,

6. Cucu ( laki-laki atau perempuan ) dari anak laki-laki di hijab oleh
anak ( laki-laki atau perempuan ).

Selain yang disebutkan di atas, penghijaban juga terjadi seperti di
bawah 1 yaitu:

* Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) mendapat warisan,
tetapi saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat warisan,
* Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman

dan pihak bapak) mendapat warisan, tetapi anak perempuannya
tidak mendapat warisan,

b

* Anak laki-laki saudara laki-laki mendapat warisan, tetapi anak
perempuannya tidak mendapat warisan.

«  Orang yang memerdekakan budak (jenazah) ditutup oleh ahli wans
hubungan nasab/kerabat
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E. fawil Arham

Secara etimologi zawil arham artinya yang mempunyai kasih sayang, I

sedangkan secara terminologi adalah para ahli wans selain sab al-furud/
furud al-mugaddarah dan ‘ashabah, baik laki-laki maupun perempuan serta
seorang ataupun banyak,

I lama ikhtilaf dalam menetukan apakah zawil arham berhak

memiliki harta wansan, yaitu:

I Ulama yang mengatakan tidak berhak menerima harta warisan, sisa
hurta warisan, radd, atau terhadap seluruh harta wansan bagi yang
tidak mempunyai ahli wans. Seluruhnya diserahkan pada Baitul Mal
dan bukan lagi zawil arham, seperti dan golongan sahabat, Zaird bin
Tsabit dan Tbnu *Abbas. Dar golongan Tabi'in; Sa’1d ibn Mussyyab,
Sa’ad bin Zubair. Dan golongan Fugaha Sufyan as-Saury, Imam
Malik, Imam Syafi’i, Al-Auza’iy, dan Ibnu Hazm.

. Ulama yang mengatakan berhak menerima harta warisan jika
muwarris wafat tidak memiliki ahli wans ashab al-furudh yang
dapat menenma radd atau ahli waris ‘asabah nasabiyvah. Seperti: 4
Khulafa’ ar-Rasyidin, Tbnu * Abbas, salah satu pendapat Ibnu Mas™ud,
Muaz bin Jabal. Dari Tabi'in; Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sinn, Atha’,
dan Mujahid. Dan golongan Imam Mazhab dan Mujtahid: Imam
Abu Hamifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad,
Ibnu Abi Laila, Ishag Ruhawaih dan Fugaha'-fugaha’ selanjutnya
dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah.

Rumpun-rumpun zawil arham ini adalah:

Anak turunannya anak-anak 51 mayit (cucu-cucu) yang tidak
termasuk ashab al-furud dan ‘asabah.

Kakek ghair shahih dan nenek-nenek ghair shahih

Anak turunannya saudara-saudan yvang udak termasuk ashab al-
Surnd dan ‘asabah.

Anak turunannya kakek dan nenek, betapa tinggi mendakinya yang
tidak tergolong ‘asabah,

Cara pembagian untuk zawil arham ini yaitu jika zawil arham itu

hanya seorang dini, baik laki-laki maupun perempuan menerima seluruh
harta peninggalan atau sisa harta peninggalan setelah diambil fardh salah
seorang suami/isten bila 1a mewarisi bersama dengan seorang suami/isteri,
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Jika zawil arham lebih dari seorang yang berlainan rumpun mereka atau
bersamaan rumpun, tetapi berbeda kelompok jihat, derajat, dan kekuatan
kerabat mereka, maka ulama berbeda-beda pendapatnya tentang azas-azas

dan cara membagikan harta warisan kepada mereka. Azas-azas tersebut
s 3 macam yaitu:

a Al-garabah (dekatnya hubungan kerabat dengan orang yang
meninggal)

b, Ar-Tanzil { penempatan kepada status kerabat yang menychabkan
adanya pertalian nasab dengan si mayit).

¢. Ar-Rahim ( kekerabatan ),
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BAB 111
AUL DAN RADD.

A. *Aul

gertian aul menurut bahasa ada beberapa macam, diamaranya adalah
cenderung kepada perbuatan aniaya dan menyimpang. Kadang-kadang
aul juga berarti naik. Misalnya, air sedang naik, atau perkara naik ke

pengadilan. Dapat pula berarti bertambah, seperti dalam kalimat imbangan
bertambah.'

Adapun menurut ulama faradiyun, “aul arunya bertambahnya
jumlah bagian zawil furud atau berkurangnya kadar peneriamaan wansan
mereka” ? Hal ini dapat terjadi apabila terdapat banyak ahli waris yang
berhak memperoleh warisan, sehingga menghabiskan harta warisan, tetapi
masih ada ahli waris lainnya yang belum mendapat bagian. U ntuk mengatasi
hal tersebut. asal masalah terpaksa ditambah selingga memungkinkan ahli
waris yang belum memperoleh warisan akan mendapat bagian

“Dalam kitab Al-Mawarits di Svari'atil Islamiyyah. Hasanain
Muhammad Makhluf mendefinisikan bahwa aul dalam pembagian pusaka
adalah adanya kelebihan dalam saham ahli warns dari besarnya asal masalah
dan adanya penyusutan dalam kadar penerimaan mereka, dikarenakan asal
masalahnya tidak cukup untuk memenuhi fard-fard dan ashabul furud™’

' Dian Khainal Umam, Figih Mawaris, (Bandung - Pustaka Seua, 20006}, Cet. 1L,
h. 133,

" b, b, 133
bt . 134,
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Dengan demikan, aul berarti men gurangi bagian masing-masing
ahli waris. Mereka tidak terhalang menerima warisan akibat penamby
pokok masalah, melainkan bagian harta warisannya saja yang berkurang,

1. Sejarah Terjadinya ‘Aul

Masalah aul tampaknya belum muncul pada masa Nabi Saw.
Boleh jadi karena secara kebetulan tidak ada kasus yang menunt
penyelesalan dengan cara ini. Para Ulama mengatakan bahwa kasug
aul pertama muncul ketika sahabat Umar bin Khatab ditanya olel
seorang sahabat tentang penyelesaian pembagian warisan dimang
ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 anak perempuan sekand

Suami 1/2 karena tidak ada anak, dan 2 saudara peremp
sekandung 2/3.

Jika asal masalahnya 6, suami 1/2 X 6 = 3, dan saudara
perempuan sekandung 2/3 x 6 = 4. Jumlah 7. berarti kelebihan
I. Menghadapi pertanyaan tersebut beliay bimbang. Beliau tid 3
mengetahui siapa diantara mereka vang harus didahulukan
Sebab sekiranya beliau telah mengetahw, beliau tidak menemui
kebimbangan, Disampaikanlah masalah ini kepada Zaid bin Tsabit
dan Abbas bin Abd Muthalib seraya berkata: “ Sekiranya aky

yang menernima penjelasan beliau mengemukakan pendapat, “agar
masalah tersebut di’aulkan”™

Atas usul sahabat Abbas bin Abd Muthalib tersebut disaksikan
Zaid bin Tsabit, beliau menyelesaikan kasus di atas dengan cara aul,
yaitu menaikkan angka asal masalah sebesar angka jumlah bagian
vang diterima ahli waris semula,

Terhadap masalah aul ini ada sahabat vang menolaknya,
yaitu Ibny Abbas, Sayangnya, meskipun ia menentang pendapat
ayahnya sendiri, 1a tidak berani mengemukakannya kepada Umar
Baru setelah Umar wafat, ia keluarkan fatwanya. Kata Ibnu Abbas:
“Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang oleh Allah Ta’ala
didahulukan, atau diakhirkan orang yang oleh-Nya diakhirkan, maka
tidak ada masalah aul dalam pembagian sama sekali” ¢

" Fatchur Rahman, Hmw Wares, (Bandung ' Al-Ma’arif 1981) hal 12
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Masalah aul ini disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan
para Imam madzhab, yakni Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah
dan Hanabilah serta Syiah Zaidiyah, Namun ditentang oleh Ibnu
Abbas ra, Syiah Imamiyah dan Ja'fariyah, Tbnu Hazm, Muhammad
Hanafivah, Ali bin al-Hasan dan Zainal Abidin, yang menyatakan
bahwa ahli waris ashabul furudh yang tidak termasuk kelompok
avhabah (hil ghair), seperti, antara lain, suami. Istn dan ibu, harus
didahulukan penerimannya daripada ahli wans ashabul furudh yang
termasuk kelompok ashabah (bil ghair), seperti, antara lain, anak
perempuan atau saudara perempuan sekandung.*

a) Contoh-contoh Aul dan Penyelesaiannya

K ita telah mengetahui, bahwasanya asal-usul masalah, ialah:
dua, tiga, empat, enam, delapan, dua belas dan dua puluh empat.

Menurut penclitian yang mendalam bahwasanya empat
bilangan dari bilangan-bilangan yang tujuh ini tidak di-aul, yaitu
bilangan : dua, tiga, empat dan delapan. Yang di-aul hanya yang
tiga lagi, yaitu : enam, dua belas dan dua puluh empat ”

1) Contoh aul bilangan enam kepada tujuh, ialah : suami dan dua
saudara perempuan sckandung

2) Contoh aul bilangan enam kepada delapan, ialah : suami, dua
saudara perempuan sckandung, dan ibu.

3) Contoh aul bilangan enam kepada sembilan, ialah : suami, dua
saudara perempuan sekandung, ibu, dan saudara lelaki se-ibu.

4) Contoh aul bilangan enam kepada sepuluh, ialah : suami, dua
saudara perempuan sekandung, ibu, saudara lelaki se-ibu, dan
saudara perempuan se-ibu.

5) Contoh aul bilangan dua belas kepada tiga belas, ialah : istri,
dua saudara perempuan sekandung dan ibu

6) Contoh aul bilangan dua belas kepada lima belas, 1alah : 1str,
dua saudara perempuan sckandung, ibu, dan saudara lelak
se-ibu.

Suparman Usman dan Yosuf Somawinata, Figih Mewaris Hukum Kewarisan Islam,
(Jakarta  Gaya Media Pratama, 2002), Cet 2, h 113

" T Hashi Ashshiddiqy, Fighu! Mawaris, (Jakarta - Bulan Bimang, 1973), Cet I,
h 213
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7) Contoh aul bilangan dua belas kepada tujuh belas, 1alah ; istri,
dua saudara perempuan sekandung, ibu, saudara lelaki se-ibu,
dan saudara perempuan se-ibu.

§) Contoh aul bilangan dua puluh empat kepada dua puluh tujuh,
ialah : istri, ibu-bapa dan dua anak perempuan.’

Di bawah ini adalah contoh disertar harta wansan.

Seorang memnggal harta wansannya Rp. 60.000.000,- Ahli
warisnya terdiri dan : istri, ibu, dua saudara perempuan sekandung
dan saudara seibu. Bagian masing-masing :

Penyelesaiannya :
AW Bag | AM HW Penerimaan
12 | Rp. 60.000.000 -
Istri 1/4.| 3 3/12 x Rp. 60.000.000,- | Rp. 15.000.000.-
Ibu  1/6, 2 | 2/12 x Rp. 60000000~ | Rp. 10.000.000,-
25drSkd 2/3.| 8 & /12 x Rp. 60.000.000,- | Rp. 40.000.000.-
Sirseiby. 1/6. 2 | 2/12 xRp 60.000.000- | Rp. 10.000.000 -
15 Jumlah Rp. 75.000.000,-

Hasilnya terjadi kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,-
Apabila diselesaikan dengan cara aul, maka dapat diperoleh

AW Ba AM HW B Penerimaan
menjadi 15 12 | Rp, 60000000 -
Istri 1/4.] 3 3/15 x Rp. 60.000.000- |Rp. 12000000 -
Tbu 1/6.] 2 | 2/15xRp. 60.000.000.- |Rp. 8000000-
28drskd 2/3.] 8 | 8/15xRp 60.000.000- |Rp 32.000.000-
. 2 | 2/15xRp. 60.000.000- |Rp. 8000000~
beaoted BT Jumlah Rp. 60.000.000- |

' Thid b, 215-216.
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i, Radd.

Kata radd menurut bahasa artinya [ ‘adah, yaitu mengembalikan,
misalnya dikatakan s «Jo 5_3 artinya 4! i’:.*.a{[dia mengembalikan
hak kepadanya). Kata radd juga berart % (memulangkan kembali),
seperti dikatakan ¢3¢ 15 4:5 3; (dia memulangkan kembals tipu mustibat
musuhnya).®

Masalah radd merupakan kebalikan dari masalah aul. Masalah mni

erjadi, apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah
ahli wans ashabul furudh memperolch bagiannya,

Dengan demikan, secara definiuf, yang dimaksud dengan radd
menurut Ulama Faradiyun adalah pengembalian bagian yang tersisa
dari bagian zawul furud nasabivah kepada mereka, sesuai dengan besar
kecilnya bagian masing-masing bila tidak ada lagi orang lain yang berhak
menernmanya.’

I. Rukun-rukun Radd
Radd terjadi bila memenuhi tiga rukun sebagai berikut -
a Adanya ashabul furud

b. Adanya kelebihan harta peminggalan setelah dibagikan kepada
masing-masing ashabul furud.

c. Tidak ada ahli waris ashabah "

Apabila ketiga rukun itu tidak terpenuhi, tidak akan terjadi
radd Misalnya apabila para ahli waris semuanya terdin atas asabah,
atau beberapa orang ashabul furud dan seorang ashabah, harta
peninggalannya tidak akan tersisa atau kurang. Begitu juga apabila
jumlah saham dari ahli waris sebesar jumlah asal masalah, sehingga
tidak ada kelebihan sedikitpun sehingga tidak akan terjadi masalah
radd.

Ahli waris yang berhak menerima radd ini semuanya
berjumlah 12 orang. Empat orang dari jumlah tersebut terdiri dan
orang laki-laki, yaitu:

* Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, b 146
" fhid, b 147
" fhid b 148
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a. Suami ( kalau ada ashabul furudh tidak mendapat radd ).
b. Ayah

¢. Kakek kandung sampai ke atas.

d. Saudara tunggal 1bu

Kemudian, yang delapan orang lagi terdiri dari perempuan
semuanya, yaitu:

Isteri (kalau ada ashabul furudh tidak mendapat radd).
[hu,

Nenek kandung sampe ke atas.

Saudari kandung.

Saudari seayah

Saudan seibu.

Anak perempuan, dan

Cucu perempuan dan anak laki-laki ke bawah,

Ayah dan kakek sahik, menurut jumhur disingkirkan dari menerima
radd karena radd itu tidak akan terjadi pada saat wujudnya
asabah, yang dapat menghendaki sisa harta peninggalan setelah
ashab al-furudh. Ayah dan kakek keduanva dalam satu keadaan
dapat menerima dengan jalan fard dan dalam suatu keadaan vang
lain dapat menerima harta peninggalan dengan jalan mengambil
s1sa harta peninggalan. Andaikata masih terdapat sisa lebih, maka
pemberian kelebihan kepada ayah dan kakek bukan dengan jalan
Jard, tetapi dengan jalan ‘usubah.

Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan radd ini lebih |
dahulu harus diperhatikan apakah dalam masalah tersebut terdapat
ahli waris yang ditolak menerima radd atau tidak. Untuk itu dibagi
dengan dua cara;

* Jika di antara para ahli waris tidak didapatkan seorang yang
ditolak menerima radd, maka penyelesaiannya dapat dijalankan
menurut salah satu dan cara-cara di bawah ini:

1) Hal im1 dibagi tiga macam:;
a. Dican lebih dahulu saham-saham para ahli waris ashab
al-furwdh.

e O O B

= m om0
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b. Saham-saham para ashab al-furudi tersebut dijumlahkan.

¢. Jumlah dan saham-saham 1tu dijadikan asal masalah baru,
sebagai pengganti asal masalah yang lama.

2) Jumlah sisa lebih dan harta peninggalan setelah diambil untuk
memenuhi bagian para ashah al-furudh, diberikan lagi kepada
mereka menurut perbandingan fard ( saham-saham) mercka
masing-masing.

3) Dengan memperbandingkan fard-fard ( saham-saham) mereka
satu sama lain. Kemudian angka-angka perbandingan ini
dijumlahkan. Jumlgh tersebut dipergunakan untuk membagi
seluruh harta peninggalan sehingga dapat diketahui nilai
satuan angka perbandingan, tentu diketahui pula jumlah bagian
mereka masing-masing.

Jika di antara para ahli waris terdapat seorang yang ditolak
menerima radd, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara
sechagai berikut:

1) Hal ini dapat dilakukan dalam 2 hal yaitu:

a. Seluruh ashab al-furudh diambilkan bagiannya masing-
masing menurut besar kecilnya fard mereka, kemudian

b. Sisa lebihnya diberikan kepada mercka yang berhak saja,
menurut perbandingan ford atau saham mereka masing-
masing dan kemudian penerimaan merek dan kelebihan
ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula

2) Hal im dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a Orang yang ditolak menerima radd diambilkan bagiannya
lebih dahulu, kemudian

b. Sisanya diberikan kembali kepada para ashab al-furudh
yang berhak menenma radd, dengan cara:

Saham-saham mereka jumlah untuk dijadikan asal masalah baru
dalam radd.

Mencar asal massalah baru berdasarkan fard-fard mereka,
kemudian jumlah saham-saham dan asal masalah baru iu
dyadikan asal masalah yang baru lag: dalam radd
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2. Cara penyelesaian Radd dan Perbedaan Pendapat Mengenai
Radd

Cara radd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta ke
ahlt wanis seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing
secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah,
schingga sama besarnya dengan jumlah bagian vang diterima oleh
mereka Apabila tidak ditempuh dengan cara radd akan menimbulkan
persoalan siapa yang berhak menernimanya, sementara tidak ada ahli
waris yang menerima ashabah. Untuk lebih jelasnya dibawah ini
adalah contoh penyelesaian radd.

Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari : anak
perempuan dan 1bu. Harta warisannya Rp. 12.000.000.- Bagian
masing-masing :

1) Jika tidak ditempuh dengan cara radd :

AW Ba AM HW Penerimaan
6 | Rp. 12.000.000,-

AnakPr 1/4.| 3 3/6xRp. 12,000.000- | Rp. 6.000.000-

4 Jumlah EE E.ﬁﬂﬂ.%-

1/6. i 1 /6 x Rp. 12.000.000- | Rp. 2.000.000,-

Terdapat sisa harta sebesar Rp. 4.000.000 -

2) Jika ditempuh dengan cara radd
AW E:E AM HW Penerimaan

6 menjadi 4 | Rp. 12.000.000,-

Anak Pr 1/4.| 3 3 /4 x Rp, 12.000.000 - Rp. 9.000.000.-

h—“%
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/6. | 1 | /4 x Rp. 12.000.000- | Rp. 3.000.000 -

Terhadap penyelesaian masalah dengan cara radd temyata ada
ulama yang tidak setuju sama sekali. Sebagian setuju dengan syarat
dan sebagian yang lain dengan tegas menerima. Di bawah ini akan
diuraikan perbedaan pendapat tersebut

d. Radd bisa dilaksanakan hanya terbatas kepada ahli waris
nasabiyah Jadi ahli wans sababivah (suami dan istri) tidak dapat
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BAB IV
MACAM - MACAM KEWARISAN

A. Kewarisan Gharawain

1. Pengertian Gharawain

arawain, dari lafadz ghara (bintang cemerlang). Itu disebut
emikian karena Kemasyhurannya bagaikan bintang yang
cemerlang. Nama lain dan gharawain adalah Umariyatain karena cara
penyelesaiannya tersebut diperkenalakan oleh Umar bin Khattab ra'

Gharawain atau yang disebut umariyatain merupakan
permasalahan pada ilmu mawarits yang mana apabila ahli wans
hanya terdini dan suami, ayah dan ibu, ataupun istri, ayah, dan ibu.
Permasalahan im disebut sebagai permasalahan Umariyatain karena
perdebatan tentang masalah ini muncul pada masa Kholifah Umar
bin Khattab ra. Pada waktu itu Kholifah Umar berdebat dengan
Ibnu Abbas ra tentang lafadz “jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja)” dalam
Q.5 An Nisa ayat 11,

. Perbedaan Pendapat tentang Gharawain
Ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam masalah i

a Menurut Umar ra, yang kemudian dukut oleh para sahabat,
seperti Usman, Zaid bin Tsabit, Tbnu Mas'ud, serta para ahh

Prof. DR. H R Otje Salman 5,5 H dan Mustala Haffas, S H Hukwm Waris [slam

(Bandung Refika Aditama, 2006) hal 75
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ra’y1 dan para ahli fugaha, seperti Al-Hasan, As-Saury, Imam
Malik, dan Imam Syafi’i, ibu menerima bagian 1/3 sisa. Dengan |

demikian, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AW Bagian AM= 6

Suamij Ya ax6=3

b sisa 1/3 1/3x3=1
Ayah Ashabah b-4=2
Jumlah 6

AW Bagian AM=12

[stri Y ixd=1

[bu 1/3 sisa 173 x(4-1)=1
Ayah Ashabah 4-2=2
Jumlah 4

Mereka berpendapat demikian dengan mengemukakan
alasan sebagai berikut: Rangkaian kalimat <8l 44 38 dalam
firman Allah SWT. Surat An-Nisa ayat 11, maksudnya adalah
sepertiga peninggalan, baik seluruh harta peninggalan atau
sebagiannya Andaikan tidak mengacu pada pengertian demikian,
niscaya firman Allah SWT. o545 ;55 tidak berarti apa-apa. Ketika
menerangkan bahwa jika yang mewarisi hanya ibu dan ayah saja,
Allah menjelaskan bagian ibu, yaitu 1/3 nya, vang berarti 1/3 harta
yang diwarisi oleh ibu dan ayah. Jadi, sekiranya ibu dan ayah tidak
bersama-sama dengan suami atau istri, mereka mendapat hak
atas seluruh harta penunggalan sehingga bagian ibu pun, adalah
1/3 seluruh harta peninggalan. Apabila ibu dan ayah mewarisi
bersama-sama dengan salah seorang suami istri, bukan seluruh
harta peminggalan yang dijadikan hak oleh keduanya, melainkan
sisa selelah diberikan kepada salah seorang suami istri, ibu hanya
menerima 1/3 sisa harta penunggalan,

Sesual dengan nash Al-Qur'an, bila ahli warisnya hanya
ibu dan avah saja, ibu mendapat bagian 1/3 secara fard dan
ayah menenima sisanya, yaitu 2/3, dengan perbandingan 1:2.
ketentuan ini tidak berlaku bila ibu-ayah mewarisi bersama-sama
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dengan salah scorang suamu istri. Kalau im dijalankan, bagian
ibu tentumelebihi dari separuh bagian ayah.

Dalam masalah pertama, tbu mendapat 1/3 dari asal masalah
6= 2, sedangkan ayah hanya mendapat sisanya, yaitu 6-3-2 = 1,

Dalam masalah kedua, ibu menerima 1/3 dari asal masalah
12 = 4, sedangkan ayah hanya menerima 12-3-4 = §

Jadi, perbandingan penerimaan saham ibu dengan ayah
dalam masalah pertama 2: 1, dan perbandingan penenmaan saham
ibu dengan ayah dalam maslah kedua = 4:5, yang demikian ini
bertentangan dengan nash

. Ibnu Abbas ra, berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah
tersebut mendapat bagian 1/3 harta peninggalan. Oleh karena
itu, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

AW Bagian AM=6
Suami ba ax6=1
Tbu 1/3 13x6=2
Avah Asabah 6-5=1
Jumlah 6

AW Bagian AM =12
Istri Y naxli=3
Ibu 1/3 13x12=4
Ayah Asabah 12-7=5
Jumlah 12

Untuk mempertahankan pendapatnya, Ibnu Abbas ra.
mengemukakan alasan sebapgai benkut:

« Kalimat 2J&)\ 4. ™o dalam surat An-Nisa: 1/, maksudnya
adalah 1/3 harta peninggalan 3L\ 215 sebab kalimat tersebut
di-ataf-kan pada kalimat L- Ll 4 b sebagaimana
kalimat _2.a2)! Ll juga di- u.mﬁkan padanya sehingpa iz
2l Dengan demikian, kalimat S aaSs lengkapnya
:euiﬂ!ah 4 sl ZJE asa yang berarti, “Maka thunva mendapat
seperiiga hurm peninggalan”,
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* Semua macam furd yang disebutkan dalam Al-Quran itu
disandarkan kepada pokok harta peninggalan yang dibagi.
Misalnya;fard 'z artinya ' harta peninggalan, fard Y artinya %4
harta peninggalan, dan seterusnya setelah dilunaskannya wasiat
dan utang-utang orang yang meninggal. Seandainya fard ibu
/3 sisa harta peninggalan itu tidak ditunjuk oleh nash, harus.
diartikan dengan 1/3 seluruh harta peninggalan.

* Ibutermasuk ahli wans ashabul furud dan ayah termasuk ahli
warisasabah binafsih (dalam masalah tersebut), sesuai dengan
sabda Nabi Muhammad SAW Yang berbunyi:

*(ade 3ize) $3 oy JgN 2 el i)

Artinya: " Berikanlah harta pusaka kepada mereka yang
berhak. Sesudah itu, sisanya (kalau masih ada) untuk orang
laki-laki yang lebih utama™,

c. Ibnu Sirin dan Abu Tsaur mengatakan bahwa dalam masalah
pertama, suami bersama-sama dengan ibu dan avah maka ibu
mendapat 1/3 sisa harta peninggalan. Adapun dalam masalah yang
kedua, 1stn bersama-sama ibu dan ayah, maka ibu mendapatkan
1/3 harta peninggalan, seperti pendapat Ibnu Abbas r.a, sehingga
penyelesalannya adalah sebagai berikut

AW Bagian AM=6
Suami Va axé=13

[bu sisa 1/3 1/3x(6-3)=1
Ayah Asabah 6-4=2
Jumlah f

AW Bagian AM= 12

Istri T4 Vax12=13
Thu 1/3 . 13x12=4
Ayah Asabah 12-7=5
Jumlah 12
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Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah bahwa
ibu dan ayah jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada
ahli waris vang lain, maka ibu menerima bagian 1/3 dan ayah
menernma ashabah. Karena itu cara déemikian wajib diberlakukan
manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal
yvang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih
besar daripada bagian yvang diterima ayah.

3. Permasalahan dalam Gharawain

Masalah gharawain adalah salah satu bentuk masalah dalam
kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan ditenma oleh
mayoritas sahabat dan ditkuti oleh jumbur ulama. Masalah i terjadi
waktu penjumlahan beberapafurudh dalam satu kesus kewarisan
yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak ?

Masalah gharawain terjadi hanya dalam dua kemungkinan,
yaitu sebagai berikut:

a Jika seorang yang meminggal dunia memiliki ahli wanis suami,
ibu, dan ayah

b. Jika seorang meninggal memiliki ahli waris istri, ibu, dan ayah

Yang dimaksud ahli wans disini adalah ahli wans yang udak
terhijab karena boleh jadi ahli waris lain masih ada tetap terhijab
oleh ayah.

Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu kasus
warisan itu merupakan kasus gharawain atau tidak, terlebih dahulu
harus ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris orang yang
meninggal, kemudian siapa yang terhijab, dan temyata ahh waris
yang berhak mendapat bagian wansan, yaitu suami, ibu, dan ayah,
atau istri, ibu, dan ayah,

Apabila ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian
warisan hanya terdiri atas suami, ibu, dan ayah, atau istn, tbu, dan
avah, dapat dipastikan bahwa persoalan wansan tersebut adalah
persoalan yvang khusus yang diistilahkan dengan gharawain®

' Prof. DR. Amir Syanfuddin. Hukum Kewansan Islam. (Jakarta: Kencana, 2005
) hal. 108

" Dirs. Diian Khaind Umam, Figh Mawans. (Bandung: Pustaka Seua, [999) hal 189
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Adapun penyelesaian kasus dalam masalah Gharawain i
tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya,
sebab apabila diselesaikan secara biasa maka hasilnya sebagai

berikut
AW Bagian AM (6)
Suami Va 3
Ibu 1/3 2
Bapak Ashabah |
Jumlah 6/6

Apabila penyelesaiannya dilakukan seperti di atas terlihat
hasilnya bahwa untuk ibu adalah 1/3 x 6 =2, sedangkan bapak hanya
memperoleh 1. Padahal semestinya pendapatan bapak haruslah lebih
besar darn pendapatan ibu. Sebab bapak selain sebagai shahibul fardh
Juga merupakan ashabah (dapat menghabisi selurub harta).

Jadi, persoalan Al-Gharawain ini terletak pada pendapatan
ibu yang lebih besar dan pendapatan bapak. Untuk menghilangkan
kejanggalan ini haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu

pendapatan 1bu bukanlah 1/3 dari harta warisan melainkan hanya
1/3 dan sisa harta *

Maka penyelesaian yang benar adalah sebagai berikut -

AW Ip AM(12)

Istri Ve 3 (s15a=9)

[bu 1/3 dan sisa 1/3 % s1sa(=9) =3
Bapak Ashabah 6

Jumlah 12/12

Prinsip dasarnya adalah bagian laki-laki adalah dua kali lipat
bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan
bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah

bagian suami atau istri diberikan maka ibu menenma 1/3 dan bapak
sisanya.’

" Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Huwkume Woris Islam; lenghap don
prakis, ( Jakana ; Sinar grafika, 2008) hal 133

" Ahmad Rofig. FighMawaris, cet TV (Jakana  Raja Grafindo persada, 2001) hal 130
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& Contoh Kasus

I Untuk masaliah pertama maka bagian masing-masing adalah
suami 1/2, ibu 1/3 sisa (setelah diambil suami) dan bapak

‘ashabah. Misalnya harta peninggalannya adalah sebagai
berikut

AW IP AM (Rp. 60.000.000)
o Rp. 30.000.000_sisa |

Suami | Y2 x (Rp. 60 .000.000) (Rp._30.000 000)

Ibu 1/3 x (Rp. 30.000.000) | Rp. 10.000.000

Bapak | Ashabah Rp. 20.000.000

Jumlah Rp. 60.000.000

2. Untuk masalah kedua maka bagian masing-masing adalah
istri 1/4, ibu 1/3 sisa (setelah diambil hak istri) dan bapak
*ashabah. Misalnya harta peninggalan sebesar Rp. 90 Juta
Cara pembagiannya adalah sebagai benkut:

AW Jp AM (Rp. 90.000.000)

; Rp. 22.500.000 sisa
Suami | Y x (Rp. 90.000.000) Iﬂ’n i o

Ibu 1/3 x{Rp. 67.500.000) | Rp. 22.500.000
Bapak | Ashabah Rp. 45.000.000
Jumlah Rp. 90.000.000

B. Kewarisan Musyarakah
1. Defenisi Musyarakah

Musvarakah secara bahasa berarti berserikat, Maksudnya
serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan ®
Musyarakah merupakan persoalan khusus, yakm khusus untuk
menyelesaikan persoalan warisan antara saudara seibu (baik laki-laks
maupun perempuan) dengan saudara laki-laki sekandung. ™ Lebih
jelasnya, musyarakah berlaku apabila ahli wans sebagai berikut:

" Ahmad Rolfig, Figh Moawaris, Jakarma: RajaGrafindo Persada, 2001, bk 132-133
" Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, Bandung: Pustaka Setua, 1999 h 194
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1. Suam
2. Ibu atau nenek

3. Saudara laki-lak: atau perempuan seibu (2 atau lebih)
4. Saudara laki-laki sekandung

Permasalahan tersebut jika diselesaikan sesuai bagiannya, maka
saudara laki-laki sekandung sebagai ashabah tidak mendapat bagian.
Karena telah habis dibagikan. Padahal kita ketahui, bahwa saudara
laki-laki sekandung lebih dekat hubungannya dengan si mayit.

Sejarahnya pertama kali persoalan ini muncul pada masa
Khalifah Umar Ibn Khattab ra. Pada awalnya umar memutuskan
sesual apa adanya sebagmimana di dalam Alqur’an. Yakni saudara
laki-laki sekandung tidak mendapat bagian, karena habis tidak ada
sisa harta * Namun, ketika masalah itu diajukan kembali kepadanya,
sebagian sahabat memberikan perumpamaan akan ketidak adilan

penyelesalan dengan cara demikian Ungkapan tersebut sebagai
berikut:

ety ol Lo el 2l (3 S Vss SRR 5 LB
Artinya . “Taruhiah, andatkan avah kami adalah sebongkah

beatu yang dilemparkan ke lou, bukankah kami ini berasal dari ibu
vang serfu jugal’

Umar pun memutuskan bahwa mereka sama-sama mendapatkan
bagian sepertiga dan harta waris. Baik laki-laki maupun perempuan.
Pendapat 1m disepakati oleh Zaid bin Tsabit dan sebagian besar
sahabat. Selain itu Syafi'iyyah dan Malikiyyah juga mengamhil
pendapat ing.'

Namun, segolongan ulama lain tetap menyelesaikan
permasalahan ini sesuai teks Alqur’an. Yakni saudara laki-laki
sekandung tidak mendapat bagian. Ulama ini di antaranya Ali bin
Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, kemudian diikuti juga oleh |
Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal "

* Komite Fakultas Sﬁﬁ‘ah Universitas AL-Azhar Mesir, Hukum Waris, Penerj
Addys Aldizax dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2001, h 234
' Thid

"% Ibidd
" Amir Syanfuddin, Hwkum Kewarison Isfam, Jakana Kencana, 2008, h 114
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Menurut Amir Syarifuddin, jika dicermati, akan tampak bahwa
akar permasalahan i jalah benturan antara prinsip menjalankan
faraid sesuai dengan tuntutan Alqur”an. Dan prinsip saudara kandung
harus lebih utama daripada saudara seibu dalam kewarisan maupun
dalam pembagian hak "

Menurut penulis, untuk menyelesaikan persoalan semacam ini
kami menggunakan cara musyarakah. Karena, prinsip keadilan dan
tetap sesuai syariah. Bahwa saudara laki-laki sekandung mestinya
mendapat bagian, Sebagaimana pendapat Umar bin Khattab, bahwa
saya keluar dan Alquran tetapi saya masuk ke dalam Alqur’an.

. Cara Penyelesaian Musyarakah

Contoh di bawah ini kami ambil dan buku Figh Mawaris karya
Ahmad Rofiq. Dalam penyelesaiannya digunakan dua cara, yakni
cara musyarakah Umar bin Khattab dan cara Ali bin Abi Thalib.

Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli wans suami,
ibu, 2 saudara seibu, 2 saudara sekandung. Dengan jumlah harta
Rp. 36.000.000,- maka bagian masing-masing adalah:

a. Menurut prinsip musyarakah (Umar bin Khattab)

: . : Harta Wans :
2
Ahh Waris | Bagian | Kpk 6 Rp. 36.000.000.- Penerimaan
Suami A 316 | 3/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 18.000.000,-
Ibu 16 | 16 | 1/6x Rp. 36.000.000,- | Rp. 6.000.000,-
2 saudara seibu 13
2/6 | 2/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 12.000.000,-
2 saudara sekandung

Jumlah Rp. 36.000.000,-

Masing-masing saudara seibu maupun saudara sekandung
menerima bagian;

1/4 x Rp. 12.000.000 - = Rp. 3.000.000,-

"* fbhifh 115
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b. Menurat versi Ali bin Abi Thalib

Abli Waris | Bagian | Kpk6 | HEEEMS | penerimaan
Suami % | 36 |3/6xRp.36.000.000-| Rp. 18000000~
Ibu 1/6 /6 | 1/6 x Rp. 36.000.000,- | Rp. 6000000,
2saudaraseibu| 13 | 2/6 | 2/6x Rp. 36.000.000,-| Rp. 12,000,000~
2 saudara
sekandung s } % -

Jumlah Rp. 36.000,000 -

Saudara sekandung tidak menerima bagian karena telah
habis untuk ahli waris ashab al-furud al-mugaddarah.

Selanjutnya, masalah musyarakah juga bisa terjadi apabila
ahli waris si mati terdiri dari: suami, nenek. 2 saudara laki-laki
seibu, 2 saudara perempuan seibu, 2 saudara laki-laki sekandung
dan 2 saudara perempuan sekandung. Jika harta warisannya Rp.
7.200.000,- maka bagian masing-masing adalah:

a. Menurut *Umar bin Khattab

Abli Waris | Bagian | *PX R;'ﬂ“;; %0. | Penerimaan
Suami % | 3/6 | 3/6 xRp 7.200.000- | Rp. 3.600.000.-
Nenek 1/6 1/6 | 1/6 x Rp. 7.200.000,- | Rp. 1.200.000,-
2saudara | 45 | o6 |26 x Rp.7.200.000-
2 saudan
scibu Rp. 2.400.000 -
2 saudara sekandung
2 saudari
sekandung

Jumlah Rp. 7.200.000,-

Masing-masing saudara seibu maupun saudara sekandung
menerima bagian

1/4 x Rp. 2.400.000 -~ Rp. 600.000 -
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b. Menurot versi *Al bin Abi Talib:

e v K pk Harta Waris
Ahli Wans | Bagian 6 Rp. 7.200.000,- Penenmaan
Suami Vi 3/6 | 3/6 x Rp, 7.200.000.- | Rp. 3.600.000,-
Nenek /6 | 1/6 |1/6 x Rp. 7.200.000- | Rp. 1.200.000,-
2 saudara seibu
13 | 26 |2/6xRp. 7.200.000.- | Rp. 2.400.000,-
2 saudan seibu ok P
2 saudara
sekandung g i
2 saudarn
 sekandung B
Jumlah Rp. 7.200.000,-

C. Kewarisan Munasakhat
1. Definisi Munasakhat
Al-Munasakhat dalam bahasa Arab berarti *‘memindahkan’

dan ‘menghilangkan’. misalnya dalam kalimat nasakhtu al-kitaba

yang bermakna “saya menukil (memindahkan) kepada lembaran
lain"; nasakhat asy-syamsu ash-zhilla yang berarti *sinar matahan
menghilangkan bayang-bayvang’
Makna yang pertama --yakni memindahkan/menukil— sesuai

dengan firman Allah SWT benkut:

- .’-,'-ﬂ',l "’r ‘_ﬂ: f'.li.'

Hlaad S fii B
“ .. Sesungeuwhnya Kami telah menyuruh mencatal apa vang

telah kamu kerjakan. ” (al-Jatsiyah: 29)

Sedangkan makna yang kedua sesuai dengan firman berikut

ol _..;"-_'___ A . 15 ".'F’r -
of 366 I G 3T s g e

Masing-masing saudara seibu menerima:

Y% x Rp. 1.800.000,- = Rp. 450.000,- sementara saudara-
saudari sekandung niful

- - -

4 £ _..

c-nn.le
R R
) 5248 *uﬁ'nﬁ' =

-
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“Avat mana saja yang Kami nasakhkan, atan Kami Jadikan
(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik
daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa aias segala
sesuaiu? " (al-Bagarah: 106)

Adapun pengertian al-munasakhat menurut istilah ulama faraid
talah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta
waris schingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang
lain. Bila salah seorang ahli waris meninggal, sedangkan ia belum
menerima hak warisnya (karena memang belum dibagikan), maka
hak warisnya berpindah kepada ahli warisnya. Karenanya di sini
akan timbul suatu masalah vang oleh kalangan ulama faraid dikenal
dengan sebutan al-jami’ah.

2. Al-munasakhat mempunyai tiga macam keadaan:

Keadaan pertama: sosok ahli waris yang kedua adalah mereka
yang juga merupakan sosok ahli waris yang pertama. Dalam kasus
seperti ini masalahnya tidak berubah, dan cara pembagian warisnya
pun tidak berbeda. Misalnya, ada seseorang wafat dan meninggalkan
lima orang anak. Kemudian salah seorang dan kelima anak itu ada
yang meninggal, tetapi yang meninggal itu tidak mempunyai ahli
waris kecuali saudaranya yang empat orang, maka seluruh harta
warls yang ada hanya dibagikan kepada keempat anak vang tersisa
seolah-olah ahli waris yang meninggal itu tidak ada dari awalnya,

Keadaan kedua: para ahli waris dari pewaris yang kedua
adalah sosok ahli waris dari pewaris pertama, namun ada perbedaan
dalam hal jauh-dekatnya nasab mereka terhadap pewaris. Misalnya,
Seseorang mempunyal dua orang istri. Dan istri yang pertama
mempunyan keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dan istri
kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang
Suami meninggal, berarti ia meningalkan dua orang istri dan empat
anak (satu laki-laki dan tiga perempuan) Kemudian, salah seorang
anak perempuan itu meninggal sebelum harta waris peninggalan
ayahnya dibagikan Maka ahli waris anak perempuan im adalah
sosok ahli waris dari pewaris pertama ( ayah). Namun, dalam kedua
keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal Jauh-dekatnya nasab
kepada pewaris. Pada keadaan yang pertama (meninggalnya ayah),
anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan
yang kedua (meninggalnya anak perempuan), anak laki-laki terhadap
yang meminggal berarti merupakan saudara laki-laki seayah, dan
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yang perempuan scbagai saudara kandung perempuan Jadi, dalam
hal ini pembagiannya akan berbeda, dan mengharuskan kita untuk
mengamalkan suatu cara yang disebut oleh kalangan ulama faraid
sebagai masalah al-jami’ah.

Keadaan ketiga: para ahli waris dari pewaris kedua bukan ahli
waris dari pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk
sosok yang berhak untuk menerima waris dari dua arah, yakni dan
pewaris pertama dan dari pewaris kedua. Dalam hal seperti ini kita
juga harus melakukan teori al-jama’iyah, sebab pembagian bagi
tiap-tiap ahli waris yang ada berbeda dan berlainan.

. Rincian Amaliah al-Munasakhat

Sebelum kita melakukan rincian tentang amaliah al-munasakhat,
kita terlebih dahulu harus melakokan langkah-langkah berikut:

a. Mentashihkan masalah pewaris yang pertama dengan membernikan
hak waris kepada setiap ahlinya, termasuk hak ahli wans yang
meninggal.

b. Merinci masalah baru, khususnya yang berkensan dengan
kematian pewaris kedua, tanpa mempedulikan masalah periama

¢. Membandingkan antara bagian pewaris kedua dalam masalah
pertama, dengan pentashihan masalah dan para ahli wansnya
dalam masalah kedua

d Perbandingan antara keduanya itu dalam kecenderungannya
terhadap ketiga nisbat, yaitu al-mumatsalah, al-muwafagah,
dan al-mubayanah Bila antara keduanya —~yakni antara bagian
pewaris yang kedua dan masalah ahli warisnya yang lain-- ada
mumatsalah (kesamaan), maka dibenarkan kedua masalah hanya
dengan tashih yang pertama (hhat tabel).

Sebagai contoh, sescorang wafat dan meninggalkan tiga anak
perempuan, dua saudara kandung perempuan, dan scorang saudara
kandung laki-laki. Kemudian salah scorang saudara kandung
perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorang saudara
kandung perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki. Maka
pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dan tiga (3).
Ketiga anak perempuan mendapat 2/3 (2 bagian ). Dan sisanya (satu
bagian) merupakan hak para ‘ashabah (yakni dua saudara kandung
perempuan dan seorang saudara kandung laki-laki).
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(perbedaan), maka 3 x 4 = 12. Kemudian angka ini kita kal.i _
dengan pokok masalahnya, berarti 3 x 12 = 36, Bilangan inilah
yang kemudian menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Jadi,

saudara kandung perempuan dan scorang saudara kandung laki-laki,
dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan,
Jadi setiap saudara kandung perempuan mendapat tiga (3) bagian,
dan saudara laki-laki kandung enam (6) bagian.

Remudian, kita lihat antara bagian pewaris kedua (yaitu 3)
dengan pokok masalahnya (juga dari 3) ada kesamaan (tamatsul),
Karena itu, al-jami’ah di sini sama dengan hasil pentashihan pada
masalah yang pertama (vakni dari 3 6),

Kemudian, hak waris/bagian saudara kandung perempuan yang
meninggal (3 bagian) hanya dibagikan kepada ahli waris, yaitu seorang
saudara kandung perempuan dan scorang saudara kandung laki-
laki. Kemudian, hasil pembagian itu ditambahkan pada hasil bagian
mereka yang pertama. Maka, bagian saudara kandung perempuan
menjact empat (4): tiga (3) bagian —yang diperolehnyva dan masalah
pertama-- ditambah dengan bagian yang berasal dari saudara kandung
perempuan yang meninggal, yaitu satu (1) bagian (3 + | =4),

Sedangkan saudara kandung laki-laki mendapatkan dua (2)
bagian, yang kemudian ditambahkan dengan perolehannya dan
peninggalan pada masalah pertama, yaitu enam (6) bagian. Maka
Saudara laki-laki kandung memperoleh delapan (8) bagian.

Adapun tiga anak perempuan pewarns pertama, dalam masalah
kedua ini tidak mendapatkan hak waris, disebabkan kedudukannya
hanyalah sebaga keponakan pewaris kedua, vakni anak perempuan
dani saudara laki-laki pewaris kedua. Karena itu, mereka mahjub.

Jumilah kepala Tashih masalah ke | al-Jamd' ah
R - R e i i | 3] 36|
Samakpr 23 | 2 |34 VTR T
T —— |
Sdr kandung pr 1 [o8 Sdr kancng pr W T
Sdr kandung B A Sdr kandung & 2 [ Ge2=y
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Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan istri, ayah, ibu,
cucu perempuan keturunan anak laki-laki, Kemudian cucu tersebut
meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, tiga anak perempuan,
dan dua anak laki-laki, Maka pembagiannya seperti berkut:

Pokok masalahnya dan dua puluh empat(24), Istri mendapatkan
1/4 (3 bagian), ibu 1/6 (4 bagian), cucu perempuan keturunan anak
laki-laki 1/2 (12 bagian), sedangkan sisanya (lima bagian) merupakan
bagian ayah sebagai jumlah ‘ashabah. Jumlah semuanya adalah dua
puluh empat (24) bagian.

Kemudian, kita lihat al-jami’ah dalam masalah ini sama
dengan pokok masalah pertama, yaitu dua puluh empat (24). Hal imi
karena kita dapati bagian pewaris kedua (cucu perempuan keturunan
anak laki-laki) dalam masalah pertama ada tamatsul (kesamaan)
dengan pokok masalah yang kedua Dalam keadaan demikian, kaidah
yang berlaku di kalangan ulama faraid adalah kita menjadikan pokok
masalah pertama sebagai al-jami’ah, yang berarti bagian pewaris
kedua hanya dibagikan kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, kita
tidak lagi membuat al-jami’ah yang baru, tetapi cukup menjadikan
al-jami’ah yang pertama itu berlaku pada masalah kedua. Berikut
ini tabelnya:

Contoh yang memiliki kasus al-mubayanah: sescorang
wafat dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan dua anak
perempuan. Kemudian suami wafat dan meninggalkan saudara
kandung perempuan, ibu, istri, dan saudara laki-laki seibu. Maka
pembagiannya seperti berikut:

[Pokok Masaiah 1 Pokok Masalah I a-Jomiah|
H S TE

stri 18 | 1 ' 3
= ] I e e i 4|
Avah 'ashabah) : | i Wl
Cuc pr. keturuman anak k12 712 foetogeall - |
Suami 174 [ | 3 3

Pokok masalahnya dan dua belas (12) kemudian di-"aul-kan
menjadi lima belas (15). Sedangkan pokok masalah yang kedua dan
dua belas ( 12) vang di-"aul-kan menjadi tiga belas (13).
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Suami mendapatkan seperempat { 1/4) berarti ti iza bagian. A}’ﬂh.‘l
mendapatkan seperenam (1/6) berarti dua bagian, begitu juga dengan
bagian ibu yakni seperenam (1/6), berarti dua bagian E.ﬂll]

Kemudian dua anak perempuan mendapatkan dua per ti _
(2/3) berarti delapan (8) bagian Jumlahnya lima belas (1 5) bagian.

Kemudian, antara masalah yang pertama dengan masalah yang
kedua ada mubayanah (perbedaan), karenanya kita kalikan pokok
masalah pertama (vakni 15) dengan pokok masalah yang kedua
(yakmi 13). Maka hasil dari perkalian itu (yakni 15 x 13 = 195)
merupakan al-jami’ah (penyatuan) antara dua masalah.

Lalu kita tempatkan bagian pewaris yang kedua (suami,
yang mendapat tiga bagian) di atas pokok masalah kedua, dan ini
merupakan juz’us sahm (bagian dari bagian hak waris). Juz'us sahm
ini kemudian kita kalikan dengan bagian tiap-tiap ahli waris yang
ada, maka akan merupakan hasil bagian ahli waris dari al-jami’ah
(penyatuan dari dua masalah). Untuk lebih meyakinkan kebenaran
masalah kedua ini, kita lihat hasil perkaliannya: perkalian antara
Juz'us sahm yaitu tiga (3) dengan pokok masalahnya setelah di-
‘aul-kan, berarti 3 x 13 = 39, Maka angka 39 ini merupakan jumlah
bagian seluruh ahli waris dalam masalah kedua. Lihat tabel berikut:

| 13 | -3

12 L35l 13 [i13 [ 3%
Suami 14 R I | e e
omi T 76 e it ot
Ibu 16 et B2 5 [ - [26 |
2 anakperempuan (23) g BT
Sdr Kandung perempuan (2-3) | 6 | 15
Tbu 16 B 2 [ s
Istri 1.4 : - R
Scir . lnki-laki sedbu 16 i |3 [ &

Catatan

Kemungkinan besar dapat pula terjadi adanya al-jami"ah lebih
dan satu. Misalnya, dalam suatu keadaan pembagian waris salah
scorang ahli warisnya wafat sebelum pembagian, kemudian ada lagi
yang memnggal, dan seterusnya. Maka jika terjadi hal seperti ini, kita
tetap harus menempuh cara seperti yan g telah kita tempuh dalam al-
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munasakhut, takni kita tempatkan tashih kedua pada posisi pertama,
dan tashil ketiga pada posisi kedua, dan seterusnya. Dan hasilnya
dinamakan al-jami’ah kedua, al-jami’ah ketiga, dan seterusnya.

Untuk menjelaskan hal ini perlu kiranya saya kemukakan
contoh tentang bentuk al-jami*ah yang lebih dari satu ini. Misalnya,
seseorang wafat meninggalkan suami, saudara perempuan seibu,
dan paman kandung (saudara ayah) Kemudian suami wafal dan
meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak
laki-laki, ayah, dan ibu Kemudian anak perempuan juga meninggal,
dan meninggalkan nenek, dua saudara kandung perempuan, dan dua
saudara laki-laki seibu. Perhatikan tabel berkut:

-3 1] 7 g
& & |12 6 1 [ 84
51.!-!:::!]: | 3 menangpal
S pr. selou 1'6 B 2 14
Paman ashobah) 2 | & g
Annk perempuns |2 3 | 3 |jmeninggal
Cucapr. 16 Ak =il il
T [k it d
Tom 16 =1 il (L wER ¥
 Nenek 16 3 e
T 2 sdr kmndng pr. 23 EETE
3 sdr b saudara seibu | 3 T | &

D. Kewarisan Mafqud

1. Pengertian Mafqud dan Cara Pembagiannya

Kata mafgud dalam bahasa Arab berasal dan kata
dasar Fagada yang berarti hilangMenurut para Faradhiyun metfepra ity
diartikan dengan orang vang sudah lama pergi meminggalkan tempat
tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang
hidup dan matinya. Selain itu, ada yang mengartikan mafgud scbaga
orang yang tidak ada kabamya, dan tidak diketahui apakah 1a masih
hidup atau sudan meninggal Dalam pembahasan ulama fikih,
penentuan status bagi mafgud, apakah ia masih hidup atau telah wafat
amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban
dari simafgud tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendin. ™

* Abdul Az, Enslﬂri-;afr.iru Hukum Islam |, (Jakarta: lchuar Baru Van Hoeve,
1997), hal 45
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Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli
hukum Islam menetapkan bahwa istri orang yang hilang tidak boleh
dikawinkan, harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan, hak-hak
orang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan " Para ulama.
fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bag
orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa
orang hilang telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan
hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum
bagi si mafgud vaitu:'*

a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik vang dibenarkan oleh
syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.
sebagaimana dalam kaidah “yang tetap berdasarkan bukti
bagaikan yang tetap berdasarkan kenvataan”.

Misalnya, ada dua orang vang adil dan dapat dipercaya untuk
memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah
meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian
tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud, Jika
demikian halnya, maka si mafiud sudah hilang status mafgudnya.
la ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.

Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau
berdasarkan kadaluwarsa.

Para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk
menghukumi atau menetapkan kematian bagi s1 mafgud yaitu:

I. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu
yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian
st mafqud ialah empat tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan
dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan: “Setiap i1steri
yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui
dimana suanunya, maka ia menunggu empat tahun, kemudian dia

ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah
dia.. " (HR. Bukhan)

2. Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhamad bin
al-Hasan berpendapat bahwa simafgud boleh diputuskan

¥ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam: Lenghap can
Praktis, (Jakarta. Sinar Grafika, Y++¥), hal 71

" Prof. H Mohammad Daud Ali, Hukum Isiam Pengariar Nmu Hukum dan Tata
Hukwm Istam di Indonesia, (Takarta PT Raja Grafindo Persada, 1991), hal 243
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kematimnnya oleh hakim bila sudah udak ada kawan sebayanya
vang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan.
Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim. Hakim
dapat memberi vonis kematian si mafgud menurut 1juihad-nya
demi suatu kemashalatan.

3. Abdul Malik Ibnul-Majisyun mefatwakan agar si mafqud tersebt
mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya.
Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai
umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan
Hadits Rasul SAW yang berbunyi “Umur-umur umatku itu antara
70 dan 60 tahun.”

4. Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan status
hukum bagi si mafgud, hakim harus melihat situagi hilangnya
si mafgud tersebut. manurut beliau situasi hilangnya st mafguditu
dapat dibedakan atas dua situasi:

a) Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan
membawa malapetaka misalnya dalam situasi naik kapal
tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpannya
telah tenggelam atau dalam situasi peperangan, maka setelah
diadakan penyelidikkan oleh hakim secermat-cermatnya,

hakim dapat menetapkan kematiannya setelah lewat empat
tahun lamanya.

b) Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai
membawa malapetaka. misalnya pergi untuk menuntut
ilmu, ibadah haji, dan sebaginya, tetapi kemudian 1a tidak
kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan dimana
domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada
hakim untuk menetapkan status bagi si mafgud menurut
yjtthad-nya. ' :

Walaupun demikian, prakiek pelaksanaannya di pengadilan
agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk
menetapkan atau menghukumi status bagi mafgud tersebut dengan
menyatakan ia telah meninggal atau belum masih bersifat masih dapat
diperdebatkan Permasalahan yang berkenaan dengan kewansan

'* [bid, hal 244-245
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hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan kapan sescorang
yang hilang dapat ditentukan statusnya Oleh karena itu, dalam |
menetapkan status bagi si mafgud diperlukan suatu pembuktian
yang sangal cermat. Lalu yang menjadi permasalahan, kapan harta
st mafqud dapat diwarisi oleh para ahli warisnya. Menurut para
ulama setelah hakim memutuskan si mafgud telah meninggal dunia
pada suatu tanggal yang ditentukan berdasarkan pada dalil-dalil yang
menimbulkan dugaan kuat kematiannya, maka mafgud itu dipandang
meninggal dunia pada waktu keluarnya penetapan hakim.’

Contoh kasus

Seorang wanita wafat, meninggalkan ahli waris: suami, ibu, |
dua saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak yang
hilang. S1 mayit meninggalkan harta sebesar 48 juta berapakah
jumlah harta warisan yang diperoleh setiap ahli waris dan berapakah
Jumlah harta warisan yang ditangguhkan pembagiannya untuk orang
yang hilang?'

* Jika orang yang hilang (saudara laki-laki sebapak) diperkirakan
masih hidup.

l. Suami=1/2x6=3 x 484t/ 6 = 24.000.000
2. Tbu=1/6x6=1x48jt/6= 8000000
3. Dua saudara pr sbpk
A6-4=2x48t/6 = 16.000.000
4. Saudara Ik2 sebapak
2:1=3
23 % 16 = 10 666,666
1/3 % 16 3t = 5333 333

* Kedua pka orang yang hilang (saudara laki-laki sebapak)
diperkirakan sudah meninggal

I Suami= 1/2x6=3 x 48t/ 8 = 18.000.000
2 Ibu=1/6x6=1x48jt/ 8= 6000000
3. Dua saudara pr sbpk = 2/3 x 6 = 4 x 48 jt / & = 24.000.000

" Subrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, hal 69
* Addys Aldizar, Hukiem Weris, (Jakarta Senayan Abadi Publishing, 2004), hal 381
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Dengan demikian harta peninggalan mafqud diwanskan
oleh ahli waris yang ada pada waktu itu. Para ahli wans yang
telah meninggal dunia sebelum adanya penetapan hakim tidak
mewarisinya karena tidak terpenuhinya syarat kewarisan, yaitu
meninggalnya si pewaris baik secara hakikatnya (mati hakiki)
maupun mati secara hukum. Oleh karena itu, haria wanisan yang
sudah dibagi dan ketika si mafgud hadir kembali sudah melampaui
empat tahun, maka ia tidak bisa meminta kembali harta wansan yang
sudah dibagikan. Apabila si mafgud hadir sebelum empat tahun,
maka ia dapat memintakan kembali harta yang belum dipakai oleh
ahli warisnya yang merupakan harta warisan "

2. Pengertian Mati Bersama dan Cara Pembagiannya

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian
bersama adalah orang-orang yang dapat saling waris-mewarisi
(memiliki hubungan kerabat), dimana mereka mengalami kecelakaan
dalam satu waktu bersamaan, bisa disebabkan karena bencana alam,
kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor,
tenggelam, tertimbun, ataupun hal-hal lainnya. Kaidah yang berlaku
dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian
bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang
lebih dahulu pertama kali dan yang meninggal kemudsan. Hal ini bisa
diketahui dengan cara bertanya kepada orang yang menyaksikan,
atau adanya salah seorang atau lehih dari mercka yang selamat
dari bencana tersebut yang menyaksikan siapa yang paling dulu
meninggal, lalu siapa yang hidup kemudian walaupun hidupnya itu
hanya sesaat saja. Jika memang keadaannya demikian, pembagian
waris akan lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan
hak wars kepada orang yvang memnggal kemudian. Setelah orang
kedua (vang meninggal kemudian) meninggal, maka kepenulikan
harta waris tadi berpindah kepada ahli warisnya yang berhak dan
begitulah seterusnya, ™

Namun jika diketahui bahwa mereka meminggal sekaligus,
maka mereka tidak dapat saling wans-mewarisi, karena syarat
menerima warisan adalah ahli wans dalam keadaan hidup ketika

" Subrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, hal 70

U Hasbi Ash — Shiddieqy, T M, Fighw! Mawaris, (Jakana: Bulan Bintang, 1973),
hal 19
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si pemilik haria meninggal, baik meninggal yang hakiki ataupun
yang dihukumkan sudah meninggal. Dan syarat ini tidak ada pada
kejadian di atas. Begitu pula jika kita tidak mengetahui bagaimana
kematian itu terjadi apakah ia berurutan atau sekaligus, atau bisa jadi
kita mengetahui bahwa mereka meninggal secara beruntun, hanya
saja tidak diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu, atau kita
mengetahui siapa yang terakhir, hanya kita lupa siapa orangnya,
maka terhadap keadaan-keadaan seperti ini, menurut imam Hanafi,
Maliki dan Hanbali tidak dapat saling mewarisi !

Sedangkan menurut Imam Syafi'i jika kita atau saksi lupa
urutan siapa yang meninggal pertama dan siapa yang meninggal
kemudian hingga yang meminggal paling terakhir, maka perkara
seperti ini harus ditunda dahulu hingga teringat atau saling berdamai.
Sedangkan menurut madzhab Imam Ahmad, apabila antara ahli waris
berselisith pendapat siapa yang lebih dahulu meninggal sementara
masing-masing tidak memuliky bukti, maka mereka harus saling
berswmpah seterusnya mereka tidak lagi saling mewarisi karena tidak
ada faktor yang dapat menguatkan. Apabila tidak ada perbedaan
pendiapat di kalangan ahli wans, maka masing-masing ahli waris
mendapat bagian dan harta yang ditinggalkan tidak termasuk harta
yinj diterimanya sebagai warisan, hal itu demi mencegah terjadinya
it ranta yang tdak diketahui upung pangkalnya ™

Jadi menurut pendapat jumhbur ulama yang dapat saling mewarisi
adalah orang-orang yang mati secara berurutan, dengan diketahwi siapa
vang mati pertama kali dan yang mati kemudian. Sebagai contoh,
apabila dua orang bersaudara tenggelam secara bersamaan lalu yang
seorang meninggal seketika dan yang seorang lagi meninggal setelah
beberapa saat kemudian, maka yang mati kemudian inilah yang
berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yang kedua hanya
sejenak selelah kematian saudaranya yang pertama. Menurut para
ulama ahli faraid hal ini telah memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu
hidupnya ahli wans pada saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar
secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yang lebih

a1 If'bl.d
[l hal 21
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dahulu meninggal, maka tidak ada hak waris di antara keduanya
atau mereka tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan kaidah
yang telah ditetapkan oleh ulama faraidh yang menyebutkan:
“Tidak ada hak saling mewarisi bagi kedua saudara yang mati
karena tenggelam secara bersamaan, dan tidak pula bagi kedua
saudara yang mati karena tertimbun reruntuhan, serta yang
meninggal seketika karena kecelakaan dan bencana lainnya". Hal
demikian, menurut para ulama, disebabkan tidak terpenuhinya
salah satu persyaratan dalam mendapatkan hak waris. Maka seluruh
harta peninggalan yang ada segera dibagikan kepada ahli waris
dari kerabat yang masih hidup.®

Contoh 1

Dua orang kakak adik (sama-sama laki-laki) memnggal secara
bersamaan karena kecelakaan, yakni kakak dan adik sama-sama
meninggal seketika dalam waktu yang bersamaan, tanpa diketahui
siapa yang pertama kali meninggal. Kakak meninggalkan istri, anak
perempuan, dan anak laki-laki dar paman sekandung, Sedangkan
adik meninggalkan dua anak perempuan, dan anak laki-laki dari
paman sekandung. Maka pembagiannya seperti berikut. Para ahli
waris kakak, yakni istri mendapat 1/8 bagian, anak perempuan
mendapat 1/2, dan sisanya untuk anak laki-laki dar paman
sekandung sebagai ashabah. Sedangkan para ahli waris adik, yakni
kedua anak perempuan mendapat 2/3, dan sisanya merupakan bagian
anak laki-laki dari paman sekandung sebagai ashabah *

Contoh 2

Dua orang kakak adik (sama-sama laki-laki) meninggal
terkena bencana tsunami, dimana sang adik meninggal pertama
kali_ setengah jam kemudian disusul- oleh sang kakak ikut pula
meninggal. Sang adik meninggal dengan meninggalkan ahli waris
seorang isteri, anak perempuan, saudara sekandung laki-laki yang
meninggal bersamanya (sang kakak) dan paman seayah. Sementara
i kakak meninggal dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak
perempuan dan paman seayah. Ragaimanakah pembagian warisnya’

Y Ibid, hal 22
“ Addys Aldizar, hal 401
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| Tahap pertama, kita hitung pembagian untuk ahli waris pertama
sebagai berikut: [stert mendapat 1/8, anak perempuan mendapat
4/8, saudara sekandung laki-laki (sang kakak) mendapat 3/8,
sedangkan paman seayah tidak mendapat apa-apa karena
terhalang oleh saudara sekandung laki-laki.

2. Tahap kedua, kita hitung bagian untuk ahli waris yang kedua
sebagal berikut: Dua orang anak perempuan mendapat 2/3 dan 3/8
dan paman seayah mendapat 1/3 dari 3/8. Maka dua orang anak
perempuan mendapat 6/24 dan paman seayah mendapat 3/24.

3. Tahap ketiga, tentukan KPK dan 8 dan 24. Maka diketahui KPK
nya adalah 24, karena ia dapat dibagi dengan bilangan 8 dan 24
tanpa menghasilkan sisa

4. Tahap keempat, kita hitung total bagian untuk semua ahli waris
(jami’ah), yakni dari ahli waris yang pertama hingga ahli waris
yang kedua sebagai berikut:

1. Istr; 1/8 x 3/3 = 3/24
2 Anak perempuan: 4/8 x 3/3 = 12/24

4 Smudara sekandung laki-laki tidak mendapat apa-apa, ahli
warisnya-lah yang mendapat, dengan pembagiannya sebagai
berikut

I Dua orang anak perempuan: 6/24
2 Paman seayah: 3/24

Pembagian warisan diatas diambil hanya dari harta milik
pewaris pertama. Scandainya pewaris kedua memiliki harta warisan
tersendiri, maka ahli waris kedua mendapat bagian lain yang
besarnya tidak dipengaryhi oleh ahli waris dari pewaris pertama.
Yakni dua orang anak perempuan mendapat 2/3 dan paman seayah
mendapat 1/3, yang diambil dari harta warisan yang murni milik
pewaris kedua (tanpa dicampur dengan bagian dari pewarls pertama).
Jadi ahli waris dari pewaris kedua mendapat pembagian warisan
sebanyak dua kali.®

“ fbed hal 403
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E. HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN ( MIIRATS AL-
HAML)

1. Definisi Hamil

Al-hamiu (hamil) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar
(infinitif) dari kata hamalai. Dikatakan: “al-mar ‘atu haamil ma
haamilatun idsaa kaanat hublaa” (wanita itu hamil apabila ia
sedang mengandung janin). Menurut Mansur Ibn Yunus Ibn Idris
al-Bahuti salah seorang ulama marhab Hambali bahwa secara bahasa
al-hamiu dengan difathahkan huruf sa kata itu digunakan kepada
setiap apa yang ada di dalam perut yang hamil dan selanjutnya beliau
mengatakan bahwa yang maksud Miirasiu al-hami disini adalah
setiap anak yang ada di dalam perut wanita

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Ahgaf (46) 15
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Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ihunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah
(pula). mengandungnya sampai menyapihnva adalah tiga puluh
bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan wmurnya sampai
empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanky, tunpukilah Ak untuk
mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang
saleh vang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnva Aku

* Mansur Ibn Yunus Tba Idris al-Bahut, Kasy/ of-Coma’ | (Bairut, Dar alFikr,
1402), juz 4, him. 461
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bertaubat kepada Engkav dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-
orang vang berserah diri ",

Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung
dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan,”

Salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh ahli waris adalah
keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dengan demikian, bagi
janin yang masih di dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan
hak wans yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara
pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir selamat atau tidak,
laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar Setelah bayi tersebut
lahir dalam keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris
dalam keadaan hidup pada saat pewaris wafat; demikian juga jika
ia lahir dalam keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris
tidak ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dapat dikatakan, selama janin yang dikandung
belum dapat diketahui dengan pasti keadaannya, maka mustahil bagi
kita untuk menentukan jumlah bagian waris yang harus diterimanya.
Karena itu, untuk mengetahui secara pasti kita harus menunggu
setelah bayi itu lahir

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan kita dihadapkan
pada keadoan darurat menyangkut kemaslahatan sebagian ahli waris
yang mengharuskan Kita untuk segera membagi harta warisan dalam
bentuk awal. Setelah itu, barulah kita bagikan kepada masing-masing
ahli waris secara lengkap setelah kelahiran bayi. Berkaitan dengan
hal ini, para pakar faraid menjelaskan hukum-hukum khusus secara
rinct dengan menyertakan berbagai pertimbangan demi menjaga
kemaslahatan ahli waris vang ada.

2. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima wans dengan
memenuhi tiga persyaratan:

a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam
kandungan ibunya ketika muwarist wafat

" Mubammad Ali ash-Shabuni diterjemahkan oleh A M Basmalah, Fembagran
warts menurut islam, jakaria gema Insani., 1995 him. 91
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b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dan perut tbunya, sehingga
dapat dipastikan scbagai anak yang berhak mendapat warisan.

¢. Matinya muwariss ™

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi
dalam keadaan hidup. Apabila lahir dalam keadaan hidup,
maka dia mewanisi dan dapat diwarisi oleh orang lain; karena
berdasarkan sebuah hadis yang dinwatkan oleh beberapa ahli
hadist, diantaranya:

a. Hadis riwayat Abu Daud No 2531

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Husain
bin Muadz, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishag dari
Yazid bin Abdullah bin Qusaith dari Abu Hurairah dari Nabi
shallallahu ‘alaiht wasallam, beliau bersabda: “Apabila anak
vang lahir (dalam keadaan) menangis, maka ia diwarisi.”

b. Hadis riwayat Sunan Ad-Darimi No 2997

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin
Harun telah mengabarkan kepada kami Al Asy’ats dari Abu
Az Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Jika scorang

terlahir dalam keadaan menangis, maka ia mendapat warisan
dan dishalati.

Istthlal artinya teriyakan atau jeritan bayi yang baru lahir
Cirinya hidup adalah adanya suara, nafas, bersin atau yang serupa
dengan ity *

Kata Jstihial artinya jeritan tangisan bayi, maksudnya ialah bila
anak yang lahir itu hidup maka dia diben wansan. Tandanya hidup
1alah suara, nafas, bersin atau yang serupa itu. Apabila kandungan itu
lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang dilakukan

oleh ibu terhadapnya, menurut kesepakatan, dia tdak mewarisi dan
tidak pula diwarisi. *

" Muhammad Thn Abi Sahl Al-Sarakhsi, Al Mabsuth Lisarakhs:, (Bairat: Dar al-
Ma'nfah, 1406 H), juz. 30, him. §1

* Ibralum Thn Muhammad Thn Salim Ibn Dhuyani, Marar al-Sabid, (Rivadh |
Maktabah al-Ma'anf, 1405 H ), juz. 2, him_ 29

* Budi Aly Hidayat, Memahami Dasar-dasar Hmu Faraid, Bandung, Angkasa, 2009,
hlm 126
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Dan adapun batas waktu keluamya bayi dani dalam kandungan
talah maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada
dalam kandungan itu anak pewaris. Pernyataan ini merupakan pendapat
mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad

Adapun mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa masa
Jamin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang
paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir
para ulama mazhab Hambali

Persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi
dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak
jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis,
bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan,
menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa
saja dari bayi tersebut

Adapun menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, bayi yang baru
keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan
gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan.
Bila gerakan itu hanya sejenak seperti gerakan hewan yang dipotong
mika tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian,
1 tidak berhak mewanisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.-

“Apabila bayi yang baru keluar dari rahim iburya menangis
(kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan
warisan. " (HR Nasa 't dan Tirmid=i)

Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam
keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi
kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak
stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak
ada. Sedangkan persyaratan ketiga adalah matinya muwarist. Setelah
Muwarist ini mati hubungan dengan muwarist apabila hubungan
dengan muwarist sebagai ayah, maka disyaratkan kawin dengan
sah (sesuai dengan syari'at Islam) dan tidak ada penghalang baik
Al-hyjab bi al- washfi dan Al-hijab bi al-syakhshi.

3. Keadaan Janin

Ada lima keadaan bagi janin dalam kaitannya dengan hak
mewarisi. Kelima keadaan tersebut ™

" Muhammad Ali ash-Shabuni, Lor. €', hlm, 9194
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a. Bukan sebaga ahli wans dalam keadaan apa pun, baik janin
tersebut berkelamuin laki-laki ataupun perempuan.

b. Sebagai ahli waris dalam keadaan memiliki kelamin (laki-laki

atau perempuan), dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan
berkelamin ganda (banci).

¢. Sebagai ahli wans dalam segala keadaannya baik sebagai laki-
laki maupun perempuan.

d. Sebagai ahli wanis yang tidak berbeda hak warnisnya, baik sebaga
laki-laki ataupun perempuan,

€. Sebagai ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia
majhub (terhalang) hak warisnya karena adanya jamn.

Keadaan Pertama

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli waris yang
ada secara langsung, tanpa harus menunggu kelahiran janin yang
ada di dalam kandungan, disebabkan janin tersebut tidak termasuk
ahli waris dalam segala kondisi.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri,
ayah, dan 1bu yang sedang hamil dari ayah tin pewaris. Berarti bila
janin itu lahir ia menjadi saudara laki-laki seibu pewaris. Dalam
keadaan demikian berarti mahjub hak warisnya oleh adanya ayah
pewaris. Karenanya harta waris yang ada hanya dibagikan kepada
1stri seperempat (1/4), ibu sepertiga (1/3) dari sisa setelah diambil
hak istri, dan sisanya menjadi bagian ayah sebagai ‘ashabah. Pokok
masalahnya dari empat (4).

Keadaan Kedua

Seluruh harta waris yang ada dibagikan kepada ahli wans yang
ada dengan menganggap bahwa jamin yang dikandung adalah salah
satu dar ahli wans, namun untuk sementara bagiannya dibekukan
hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dengan selamat, maka hak
wansnya dibenkan kepadanya Namun, bila lahir dan termyata bukan
termasuk dan ahli warnis, maka harta yang dibekukan tadi dibagikan
lagi kepada ahli waris yang ada.

Sebagal misal, seseorang wafat dan meninggalkan istri,
paman {saudara ayah), dan ipar perempuan vang sedang hamil (1stri
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saudara kandung laki-laki), maka pembagiannya seperti berikut
istri mendapat seperempat (1/4), dan sisanya yang dua per tiga
(2/3) dibekukan hingga janin yang ada di dalam kandungan itu
lahir. Bila yang lahir anak laki-laki, maka dialah yang berhak untuk
mendapatkan sisa harta yang dibekukan tadi. Sebab kedudukannya
sebagai keponakan laki-laki (anak laki-laki keturunan saudara

kandung laki-laki), oleh karenanya ia lebih utama dibanding
kedudukan paman kandung,

Namun, apabila yang lahir anak perempuan, maka sisa harta
waris yang dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan
perempuan (anak perempuan keturunan saudara laki-laki) termasuk
dzawil arham.

Contoh lain, sescorang wafat dan meninggalkan istri, ibu,
tiga saudara perempuan seibu, dan istri ayah yang sedang hamil
Pembagiannya seperti berikut: apabila istri ayah tersebut melahirkan
bayi laki-laki, berarti menjadi saudara laki-laki seayah. Maka dalam
keadaan demikian ia tidak berhak mendapatkan waris, karena tidak ada
sisa dari harta waris setelah diambil para ashhabul furudh yang ada.

Namun, bila ternyata bayi tersebut perempuan, berarti ia
menjadi saudara perempuan seayah, maka dalam hal ini ia berhak
mendapat bagian scparo (1/2), dan pokok masalahnya dari enam (6)
di-"aul-kan menjadi sembilan (9). Setelah ashhabul furudh menerima
bagian masing-masing, kita lihat sisanya yang menjadi bagian bayi
yang masih dalam kandungan. Bila yang lahir bayi perempuan,
maka sisa bagian yang dibekukan menjadi bagiannya, namun bila
ternyata laki-laki yang lahir, maka sisa harta waris yang dibekukan
tadi diberikan dan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Tabelnya
seperti berikut:

Aw dan fardhnya 6 9

Suami Y4 3
Ibu 1/6 ]
3 sdr pr. seibu 1/3 |
Sdr.pr seayah (hamil) 1/2 1

Sisanya tiga (3), untuk sementara dibekukan hingga janin
telah dilahirkan
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headaan Ketiga

Apabila janin yang ada di dalam kandungan sebagai ahli waris
dalam segala keadaannya hanya saja hak waris yang dimilikinya
berbeda-beda (bisa laki-laki dan bisa perempuan) maka dalam
keadaan demikian hendaknya kita berikan dua ilustrasi, dan kita
bekukan untuk janin dari bagian yang maksimal. Sebab, boleh
jad, jika bayi itu masuk kategori laki-laki, ia akan lebih banyak
memperoleh bagian dari pada bayi perempuan. Atau terkadang
terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yang lebih
banyak dari jumlah maksimal kedua bagiannya, dan hendaknya kita
lakukan pembagian dengan dua cara dengan memberikan bagian
ahlt waris yang ada lebih sedikit dan bagian-bagian masing-masing.

Sebagai contoh, seseorang wafat dan meninggalkan istri vang
sedang hamil, ibu, dan ayah Dalam keadaan demikian, bila janin
dikategorikan sebagai anak laki-laki, berarti kedudukannya sebagai
anak laki-laki pewaris, dan pembagiannya seperti berikut: ibu
seperenam (1/6), ayah seperenam (1/6), dan bagian istri seperdelapan
(1/8), dan sisanya merupakan bagian anak laki-laki sebagai ‘ashabah

Agar keadaan ketiga ini lebih jelas maka perlu saya kemukakan
contoh tabel dalam dua kategori (laki-laki dan perempuan),

Aw dan fardhnya 24 Awdan fardhnya 24 24

Istri 1/8 3 Istri I/8 3
Ayah 1/6 4 Ayah *ashabah 5 4
Ibu 1/6 4 Ibul/é 4
Janin lk. sbg. <ashabah 13 Janin pr. %4 I2- 12

Sisanya satu (1), dibekukan,
Keadaan Keempat

Bula bagian janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai
laki-laki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian wanisnva,
dan kita berikan bagian para ahli waris vang ada secara sempurna.

Sebagal misal, seseorang wafat dan meninggalkan saudara
kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu vang hamil
dar ayah lain (ayah tin pewaris). Apabila janin telah keluar dari
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rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap seperenam ( 1/6), baik i
laki-laki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sebagai saudara
laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu dengan pewaris.

Dengan demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris

seperenam (1/6), dalam kedua keadaannya, baik sebagai laki-laki
ataupun sebagai perempuan.
Imilah tabelnva.
6 6
Sdr. kdg. pr. ' 3 Sdr. kdg. pr. 1/2 3
Sdr. pr. seayah 1/6 1 Sdr. pr. seayah 1/6 1
Ibu (hamil) 1/6 1 Ibu 1
{(Janin) sdr. seibu 1/6 1 (Janin) sdr. seibu 1/6 1

Keadaan Kelima

Apabila tidak ada ahli waris lain selain janin yang di dalam
kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya
karena adanya janin, maka dalam keadaan seperti ini kita tangguhkan
pembagian hak warnisnya hingga tiba masa kelahiran janin tersebut
Bila janin itu lahir dengan hidup normal, maka dialah yang akan
mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dalam keadaan mati,
maka harta waris yang ada akan dibagikan kepada seluruh ahli waris
yang berhak untuk menerimanya

Sebaga misal, seseorang wafat dan meninggalkan menantu
perempuan yang sedang hamil (1stri dan anak laki-lakinya) dan
saudara lnki-laki seibu. Maka janin yang masih dalam kandungan
menipakan pokok ahl waris, baik kelak lahir sebagai laki-laki atau
perempuan Karenanya, akan menggugurkan hak waris saudara
laki-taki pewaris yang seibu tadi. Sebab, bila janin tadi lahir sebagai
laki-laki berarti kedudukannya sebagai cucu laki-laki dar keturunan
anak laki-laki, dengan begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta
waris yang ada karena 1a sebagai “ashabah. Dan bila janin tadi lahir
sebagal perempuan, maka ia sehagai cucu perempuan dari keturunan
anak laki-laki, dan akan mendapat bagian separo ( 1/2) harta \varis
vang ada, dan sisanya akan dibagikan sebagai tambahan (ar-radd)
bila ternyata tidak ada ‘ashabah
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Comtoh ln, seseorang wafal dan meninggalkan istn yang
sedang haml dan saudara kandung laki-laki. Maka bagian 1stn adalah
seperdelapan (1/8), dan saudara laki-laki tidak mendapat bagian bila
Janin yang dikandung tadi laki-laki. Akan tetapi, bila bayi tersebut
perempuan maka istri mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian, anak
perempuan setengah (1/2) bagian, dan sisanya merupakan bagian
saudara kandung laki-laki sebagai ‘ashabah.

F. Pembagian Waris Khuntsa Musykil
1. Pengertian Khuntsa

Kata khunisa berasal dari kata 2.3 yang artinya lemah atau
pecah, jamaknya dan wazands! menjadi lafadz 2.5, Sedangkan
menurut 1stilah yaitu orang yang mempunyai alat kalamin ganda

(laki-laki dan perempuan). Para fugaha membagi khuntsa kepada
dua macam:

a. Khunisa musykil yaitu orang yang mempunyai alat kelamin

ganda, jika ia membuang air kecil melewati kedua alat kelamin
bersama-sama.

b. Khunisa ghair musykil, yaitu orang yang mempunyai alat
kelamin ganda, akan tetap stetusnya sudah diketahui bahwa 1a
statusnya laki-laki ketika membuang air kecinya lewatdzakar atau
1 statusnya perempuan ketika membuang air kecilnya lewat faryi.

Rasulullah bersabda saw;

Artinya : “Berilah haria warisan anak khunisa dari mana

pertama lewat ia membuang air kecilmya”. (Hadis Riwayat [bnu
Abbas).*

Istilah af-khunitsa diambil dani kata dasar al-khanats yang
artinya lembut atau lunak. Sebagaimana dikatakan i< o235 yang
berarti seorang laki-laki yang berbicara, berjalan, atau berpakain
dengan lembut, lunak, atau lemah gemulai seperti cara perempuan
berbicara, berjalan, dan berpakaian *

Y Budi Al Hidayat, Memabam: Dasar-Dasar fimu Fara iod (Dalam Teori dan
Praknk), Bandung  Ankasa Titian Umu, 1, hal 131

" Muhammad Ali Al-saboum |, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur “an dan
Sumimicrh, Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah , 2005 Hal 227
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2. Jumlah Ahli Waris Khuntsa Musykil

Para faradhiyun menetapkan bahwa para ahlh wans khuntsa
musykil hanya berjumlah tujuh orang vang tercakup dalam empat
Jihat, yaitu
a. hat bunuwwah (ganis anak)

Ahl waris khunsa musykil yang tergolong dalam jihat bumvwwah yaitu
anak dan cucu.

b. Jihat ukhiwwwah (garis paman)

Ada dua orang yaitu saudara dan anak saudara (kemenakan).

c. Jihat ‘wmumah (gans paman)

Ada dua orang yaitu paman dan anak paman (saudara sepupuh).
d. Jihat wala’ (perwalian budak)

Yaitu mu tig (tuan yang telah memerdekakan budaknya) ™
3. Cara Mengidentifikasi Status Khuntsa

Cara untuk menentukan besarnya bagian yang akan ditennma
oleh seseorang ahli wans:

a. Untuk menentukan berapa besar bagian dan seseorang yang
khuntsa tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis
kelamin orang vang bersangkutan (jemis kelamin yang dominan,
akan tetapr apabila sulit untuk menentukan jemis kelamin yang
dominan dan orang yang bersangkutan, maka para ahli hukum
islam sepakal dengan cara mengidentifikasi indikasi fisik
yang dimiliki oleh yang bersangkutan (bukan penampilan psikis
atau keprwaannya) Pendapat ini didasarkan pada ungkapan Nabi
Muhammada saw Memmang anak banci orang Anshar dan ditanya
tentang hak wansnya. Beliau berkata : benilah anak khuntsa imi
(seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat alat
kelamin mana yang pertama kali di gunakan untuk buang air

b. Dengan cara menelit tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tardapat tanda-

" Muhibbin Abdul Wahid, Hukem Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum
Positif di Inclonesia, editor Tarmizi, Jakaria; Sinar Grafika, 2009 hal 136-137
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tanda kedewasann yang khas, misalnya dan kunus, jenggot, suars,
atau bunh dadanya. Apabila tanda-tanda ini dikatahwi dengan jelas,
maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jerus kelamin
yang memiliki tanda-tanda khas tersebut.

¢. Seandainya apa vang diungkapkan dalam poin | dan 2 tidak dapat
ditentukan atau samar-samar, maka para ahli hukum islam tidak
ada kesepakatan bagaimana cara untuk menentukannya, sechingga
dalam hal imi lahir beberapa doktrin :

« Menurut Imam Hanafi, Muhammad Asy-Syaibani dan Abu
Yusuf, memberikan bagian terkecil dan dua perkiraan laki-laki
atau perempuan kepada khuntsa dan memben bagian terbesar
kepada ahli waris lain.

« Menurut Syafi'ivah, abu dawud, Abu Saur, dan Ibn Janr,
memberikan bagian terkecil dan dua perkiraan laki-laki atau
perempuan kepada khuntsa dan ahli waris yang lainnya, dan
sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan,
atau penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan
bersama para ahli waris.

*  Menurut Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah Zaidivah, dan Syi'ah
Imamiyah, membenkan separuh dan dua perkiraan laki-lak:
dan perempuan kepada khuntsa musykil dan ahli waris. ™

Paraulamaberbeda pendapat tentang kewansan bhuntsa musykil
dalam beberapa mazhab benkut:

Pertama mazhab hanafiyah. Mereka berpendapat
bahwa khuntsa musykil mendapat kurang dan bagian yang diberikan
kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada
asumsi bahwa kfnanisa tersebut tersebut bisa jadi laki-laki dan bisa
jadi perempuan. Maka bagian yang paling sedikit diantara dua
bagian terscbutlah vang akan diberikan kepadanya Pendapat i
Juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi’i rahimahullah dan
pendapat kebanyakan sahabat Rasulullah saw.

Kedua mazhab syafi ‘nah . mereka berpendapat bahwa seluruh
ahli wans termasukihunisa musykil diben kurang dan bagian yang

¥ Suhrawardi K. Lubis Komis Simanjuntak, Mukum Waris Islom, Jakarta @ Sinar
CGirafika, 2008, hal 71-72

il M vt - Rigki A lisbamimad Haria - Zely Hlansbwan | 108



HUKEM WAk

semestinyi, karena bagian tersebutlah yang diyakini sebagai bagian
masing-masing hali waris. Sisa harta wanisan dibekukan untuk
sementara waktu hingga jelas keadaannya. Pendapat inilah yang
dipegang oleh para ulama Syafi’iyah

Ketiga mazhab malikiyvah. Mereka berpendapat
bahwa khunisa musykil diberi bagian pertengahan dari dua bagian.
Karena itu, masalahnya diproses dalam dua tahap Lalu kedua
bagian 1tu disatukan dan dibagi dua. Hasil itulah vang menjadi
bagian Ehunisa musykil.

4. Tata cara kewarisan Khunitsa

Menurut pendapat yang paling kuat, khuntsa diberi bagian
harta wansan bil adharr (vang kurang dari hak semestinya), maka
dicermati bagian yang menjadi haknya dan harta warisan ditinjau
dan dua ketentuan, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan
Tata cara pembagian tersebut dilakukan dua tahap. Pada tahap
pertama khuntsa itu dianggap sebagai laki-laki, pada tahap kedua, ia
dianggap sebagai perempuan. Sementara yang ia terima ialah kurang
dar pada hak yang semestinya tersebut. Adapun selisih pembagian
untuk sementara waktu dibekukan hingga jelas keadaannya, ataupun
para ahli wans itu berdamai menentukan bagiannya itw. Bilakfnitsa ini
wafat maka sehsih bagiannya itu diberikan kepada ahli wansnya.

Begitupula jika keberadaannya memahramkan atau
memahjubkan salah seorang ahli wans, baik dengan menganggapnya
sebagai laki-laki maupun perempuan, maka gugurlah hak ahli
waris itu Inilah pendapat vang mu tamad dalam mazhab Syafi’i
schagaimana dusyaratkan oleh penyusun kitab Manzhumah Ar-
Rahabivyah sebagai berikut: “jika dalam wrutan para ahli waris
terdapat klntsa yang felas-jelas musykil Maka berilah ia hagian
vang kurang dari semestinya. Dengan demikian engkau telah
melakukan pembagian dengan cara yang benar dan jelas. "

I Adapun yang dimaksud dengan ungkapan “bil adharr” vaitu
bahwa khuntsa diberi bagian kurang dari semestinya ialah bahwa
bila bagiannya sebagai perempuan lebih kecil dari bagiannya
sebagai laki-laki, maka ia dinyatakan sebagai seorang perempuan,
Bagitu pula sebaliknya, yaitu bila bagiannya sebagai laki-laki
lebih kectl daripada bagiannya sebagai perempuan maka ia
dianggap sebagai seorang laki-laki, Bilamana dalam salah
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satu anggapan tersebut 1a menjadi malkrum atan mahyjub, maka
gugurlah bagiannya, ™

Argumentasi yang dimajukan adalah untuk memberi bagian
yang meyakinkan. Adapun sisa harla ditangguhkan terdahulu
sampai menjadi jelas ¥
Contoh kasus:

Apabila seseorang meninggal dunia, ahli wanisnya terdiri
dan : bapak, anak perempuan, anak khunsa musykil dan ibu
Harta wansnya Rp. 3.600.000,- bagian masing-masing adalah:
a. Perkiraan laki-laki

AM =6 HW=3.600.000

Ahli Wans Furud/ bagian | Saham Bagian
Tbu 1/6 | Rp. 600.000
Anak perempuan | Ashabah 4 Rp. 2. 400.000
Anak laki2
Bapak 1/6 | Rp. 600.000
Jumlah | Rp. 3 600.000

Khunsa Musykil menerima dua kali bagian perempuan,
atau 2/3 x rp. 2,.400.000 = rp. 1,600,000 dan anak perempuan
menenma 1/3nya = rp. 800.000

b. Perkiraan perempuan
AM =6 HW= 3.600.000

Ahli Waris Furud bagian | Saham Bagian
Ibu 1/6 [ Rp. 600.000
Anak perempuan 213 4 Rp. 2.400.000
Anak laki-laki
Bapak |6 1 Rp.  600.000
Jumlah | Rp. 3.600.000

* Mubammad Ali Al-sabouni , Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur 'an dan
Surmah, Jakarta: Drar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2005 Hal 230

Y Ahmad Rofiq, Figih Mawarr,, Jakaria, 1995 Hal 138
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St khuntsa menerima sepaoh darn Rp. 2.400.000 sama
dengan Rp. 1.200.000 jadi bagian terkecil dari dua perkiraan
diatas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu, anak
perempuan dan bapak masing-masing sebesar Rp. 600000,
Rp. 1,200,000, Rp. 600000,

2. Memberi bagian terkecil dan dua perkiraan (laki-laki dan
perempuan) kepada khunsa dan kepada ahli waris lain. Sisanya
ditangguhkan hingga ada kejelasan jika dimungkinkan dan
penyelesaannya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris.
[Demikian pendapat ulama Syafi“iyah, Abu Dawud, Abu Saur dan’
Ibn Jarir ™ yang penting didalam penyelesaian antara keluarga,
keadilan harus menjadi prinsip utama.

Dengan demikian apabila kedua contoh diatas diselesaikan
menurut pola kedua akan dihasilkan sebagai berikut:

Ibu menenma ‘Rp. 600000
Anak perempun menerima  (Rp. 800000
Anak khunsa menerima ‘Rp. 1.200.000
Bapak menerima Rp. 600000
Jumlah =Rp. 3.200.000

Sisa sebesar Rp.3.600.000 — Rp.3.200.000 = Rp 400000
ditangguhkan atau di selesaikan menurut kesepakatan ahli waris.

** Fatchur rahman, Nmw Waris, Bandung  Al-Ma’rif, 1981 hal 488
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A. Pengertian Wasiat

E: “wasiat” artinya pesan yang di sampaikan oleh seseorang,
inya lafdhiyahnya adalah menyampaikan sesuatu.' Dalam istilah
syara’ wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa
barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi
wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Sebagian
ahli hukum islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik
secara suka rela yang dilaksanakan setelah si pemberinya wafat ?

Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang
dilaksanakan setelah pemberinya mati * Dari sini jelaslah perbedaan antara
hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat
itu juga; sedangkan pemilkan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah
orang yang berwasiat iu meninggal dunia. Tni dari satu segi; sedangkan dari
segi lain, habah 1tu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang,
piutang ataupun manfaat

' Sacbani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, Hukum Perdata Isiam di
Indonesia, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2011), hal 249

*Abd. Shomad , Keluarga Sakinah, (surabaya, PT bina ilmu, 1995), hal 306

* Pasnbu, Chairuman dan Surahwardi K. Lubis, Hukeee Perjangicm dalam Islam,
{fakarta, Sinar Grafika, 1994), hal 122
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B. Dasar Hukum Wasiat
Wasiat dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai benkut:*
Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 180:

q,__:"""']JU 3 _1.“ L,.:..:—._]JJ uh_.a_,..JirS:i.;riJm:— |.J!r5:.,.1$h.-‘£'
D oalal > J}ﬁ-‘b CYOE

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) mauwt, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
herwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara maruf, (Ini

adalah) kewayiban atas orang-orang yang bertakwa. "((.S. Al-Bagarah:
181)

Al- Maidah ayat 106:
15030l - 3l 15051 as 153803 8308 140005 ol el
‘PS... 94..: 133 .::;.L.f.ji

Artinya | “walu orang-orang yang beriman | Apabila salah seorang
(ol oty cn) ke menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
honchaklah (wasiat itw) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara
ke 10 8. Al- Maidah 106).

Madis Rasulullah saw, yang artinya: “Diriwayatkan dan Bukhan dan
Muslim, dan Ibou Umar ra dia berkata, “Rasulullah sawbersabda, hak
hagt orang muslim yang mempunyai sesuaty yang hendak di wariskan,
sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis
pada amal kebagikanya. " Ibnu Umar berkata, "tidak berlalu bagi ku satu
malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw mengucapkan hadis itu,
kecuali wasiatku selalu berada di sisiku. ™

Pengertiah hadis tersebut jalah wasiat itu dalam bentuk tertulis
selalu berada di sisi orang yang berwasiat, sebab Kemungkinan orang
vang berwasiat itu meninggal dunia secara mendadak. Karena tu imam
Syafi’i mengatakan, tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bag seorang

' Op. Cir, hal 249
, Kelwarga Sakinah, (Surabaya, PT, Bina llmu, 1995) hal 307-308.
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mushm, melankan bila wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya jika
dia mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan, sebab dia tidak tahu
kapan ajalnya akan datang. Sebabnya jika dia meninggal dunia, sedang
wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada di sisinya kemungkinan besar
wasiatnya itu tidak akan bisa terlaksana.

. Kedudukan Hukum Wasiat

Mengenai kedudukan hukum wasiat, ada yang berpendapat bahwa
wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu
banyak ataupun sedikit. Pendapat ini di katakan oleh Az-Zuhri dan Abu
Mijlaz. Pendapat im berpatokan pada Al-Quran surah Al-Bagarah ayat
| 80 yang mewajibkan wasiat ketika seseorang menghadapi kematian ®

Pendapat kedua menyatakan bahwa wasiat kepada kedua orang tua
dan kanb kerabat yang tidak mewarisi dari si mavat itu wajib hukumnya.

Pendapat ketiga adalah pendapat empat imam mazhab dan aliran
Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas
setiap orang yang meninggalkan harta (pendapat pertama), dan bukan pula
kewajiban terhadap kedua orang tua dan kanb kerabat yang tidak mendapat
harta wansan (pendapat kedua). tetapi wasiat itu hukumnya berbeda-
beda menurut keadaan. Wasiat itu terkadang wajib, terkadangsunar,
terkadang haram, terkadang makruh, dan terkadang mubah (boleh).

. Wasiat itu wajib dalam keadaan manusia mempunyai kewajiban
syara’ yang dikhawatirkan akan di sia-siakan bila dia tidak berwasiat,
seperti adanya titipan utang kepada Allah dan utang kepada sesama
manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum
ditunatkan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai
amanat yang belum disampaikan, atau dia mempunyai utang yang
tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang
di persaksikan .

Wasiat 1tu di sunatkan jika diperuntukan kepada kebajikan, karib
kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh.

Eudl

3. Wasiat itu diharamkan jika merugikan ahli waris. Misalnya, wasiat
vang melebihi 1/3 harta wansan, apalagi menghabiskan harta waris.
Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau
tempat hiburan.

" Loc, Cit, hal, 251
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4. Wasiai itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang
dia mempunyai seorang atau banyak ahli wans vang membutuhkan
hartanya. Demikian pula, dimakruhkan wasiat kepada orang-orang
yang fasik jika diketahui atau di duga dengan keras. Bahwa mereka
akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan.
Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras
bahwa orang vang diberi wasiat akan menggunakan harta it untuk
ketaatan, wasiat demukian menjadi sunat.

5. Wasiat itu di perbolehkan jika ditwjukan untuk orang-orang yang
kaya, baik orang vang di wasiati itu kerabat maupun orang yang
jauh (bukan kerabat).

D. Rukun dan Syarat-syarat Wasiat

Rukun wasiat adalah sebagai berikut’
. Ada pewasiat,
Ada yang dibert wasiat atau penerima wasiat,
Adi sesuatu yang di wasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu;
Adin wkadd mtau ijab Kabul wasiat secara lisan atau tulisan,
Syarutsyarat wasiat adalah scbaga berikut:®

Clrang yang memberi wasial telah balig. berakal, benar-benar hak
ntas harta benda yang akan di wastatkan. Disamping itu pewasiat tidak
dilam keadaan pengarih atau tekanan, Orang yang menerima wasiat masih
hidup, Jika yang diwasiatkan haria, jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta
waris, Wasiat dilaksanakan jika yang memberikannya meninggal dunia.
Pemyataan yang jelas.

= L S e

Wasiat itu tidak menjadi hak dan orang yang diberinya, kecuah
setelah pemberinya meninggal dunia dan utang-utangnya dibereskan.
Apabila utang-utangnya menghabisi semua peninggalan, orang yang diberi
wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu.’

Wasiat yang disandarkan atau ditkat atau disertai syarat itu sah,
apabila syaratnya itu syarat yang benar. Syarat yang benar ialah syarat vang

"Loc. Cit, hal 252

' Sudarsono, Sepwlih Aspek Agamea Islom, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994) hal 345,
*1hid Hal 233
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mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya,
atau bag orang lain, dan syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan
maksud-maksud syanat.

Apabila syaratnya itu benar, syaratnya itu wapib dipelihara selama
maslahatnya masih ada. Apabila maslahat vang dimaksud telah hilang,
atau tidak benar, syarat itu tidak wajib di pelihara.

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat adalah orang yang
ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi {kecakapan)
yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan,
kemerdekaan, ikhtiar , dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian.
Apabila orang yang memben wasiat itu orang yang kurang kompetensinya,
yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau
dibatasi, wasiatnva itu tidak sah.

Aliran Hanafiyah berpendapat, bahwa wasiat tidak dibenarkan
kepada ahli waris yang mendapat warisan, walaupun hanya sedikit, kecuali
ada 1zin dar pihak ahli wans lainya ' Wasiat itu hanya dilaksanakan
terhadap 1/3 dan hartanya saja.

Disyaratkan orang yang diben wasiat adalah bukanlah ahli wans
dari orang yang memben wasiat. Disyaratkan agar orang yang diben
wasiat tdak membunuh orang yang memberinya, dengan pembunuhan
vang diharamkan secara langsung.

Menurut Abu Yusuf , apabila orang yang diberi wasiat membunuh
orang yang memberinya dengan pembunuhan yang diharamkan secara
langsung, wasiat itu batal. Sebab, orang yang menyegerakan sesuatu
sebelum waktunya dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Abu
Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal, dan
ini diserahkan kepada persetujuan ahli wans. "

Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah
satu cara pemilikan setelah pemben wasiat meninggal duma. Dengan
demikian, sahlah wasiat mengenai semua harta yang bermlai, baik berupa
barang maupun manfaat. Sah pula wasiat tentang buah dan tanaman
dan apa yang ada di dalam perut sapi betina sebab yang demikian dapat
dimiliki melalui warisan. Selama vang diwsiatkan itu ada wujudnya pada

M Al Hasan, Hukum Wans dalam Islam, cet 6, (Jakarta, PT Bulan Bintang,
1996). hal. 25.

" Ihid hal 253
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waktu orang yang mewasiatkan meninggal dunia, orang yang diberi wasiat
berhak atasnya. [mi jelas berbeda dengan wasiat mengenal barang yang
tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat
tinggal serta kesenangan.

Tidak sah mewasiatkan bukan harta, sperti bangkai, dan yang tidak
bemnilai, bagi orang yang mengadakan askad wasiat. seperti khamar bagi
kaum muslim.

Orang yang berwaiat biasanya ada yang memiliki ahli waris dan
tidak. Bila dia mempunyai ahli waris maka dia tidak boleh mewaistkan
lebih dari 1/3 hartanya. Apabila dia mewasiatkan hartanya lebih sepertiga,
maka wasial iti tidak di laksanakan, kecuali atas izin dari ahli waris, dan
untuk melaksanakanya di perlukan dua syarat sebagai berikut 2

1. Agar permintaan izin itu dilakukan setelah yang berwasiat meninggal
dumia, orang yang memberi izin itu belum me mpunyai hak sehingga
izinnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris memberikan
izin, pada waktu orang orang yang berwaiat masih hidup, orang
yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia
menginginkanya.

2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kopetensi yang
sah, tidak di batasi karena kedunguan atau kelalaian, pada waktu
memberikan izin. Apabila orang yang berwasiat tidak mempunyai
ahli waris, diapun tidak boleh mewasiatkan lebih dari 1/3.

Wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat
yang telah di sebutkan, misal sebagai berikut:

I Apabila seseorang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang
parah yang menyampaikannya pada kematian:

4. Apabila otang yang di beri wasiat meninggal dunia sebelum orang
yang memberinya,

1. Apabila orang yang di wasiatkan itu barang tertentu yang rusak
sebelum di tenima oleh orang yang diberi wasiat.

Lo i hal 254
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k.. Hukum Wasiat Seorang Muslim Kepada Orang Kafir dan Orang
hafir Kepada Seorang Muslim

Para fugoha kaum muslimin dani kalangan Hanafiah dan Hanabilah
serta Kebanyakan Syafi’iyah telah sepakat tentang sahnya wasiat dari
seorang mushim kepada kafir dzimmy atau dan kafir dzimmy kepada
seorang mushim dengan syarat wasiat syar”iyyah. Mereka berhuyjah dengan
firman Allah:

-u."’ o L 3 :"'___', '....'.-IJ-.;"‘..-_I__ *ﬂ._._ -"'J._.-._.-f
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Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan

berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam

urusan ad dien fagama) dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu.

Sesungguhnya Allah mencintar orang-orang yang berbuat adil. " (Q.5. Al
Mumtahanah : 8),

K.arena kekufuran tidak menghapuskan hak memiliki sebagaimana
boleh pula seorang kafir berjual beli dan hibah, demikian pula
wasiatnya. Sebagian ulama Syafisiyah berpendapat bahwa hanya sah
kepada sorang dzimmy bila ditentukan orangnya seperti kalau dia
mengatakan: «Saya berwasiat untuk si Fulan.» Tapi kalau dia mengatakan:
«Saya berwasiat untuk Yahudi atau Nasharas, maka tidaklah sah karena
dia telah menjadikan kekafiran sebagai pembawa wasiat.

Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang
menyatakan sahnya wasiat seorang dzimmy kepada orang muslim. Adapun
wasiat seorang mushm kepada seorang dzimmy maka Ibnul Qosim dan
Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahim karena
termasuk kerabat kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan
berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali
seorang muslim yang sakit imannya. (Al-Maushwah Al-Fighiyah 2/312)
Islam Tanya & Jawab, Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid.

F. Wasiat Wajibah
) Defenisi Wasiat Wajibah

Istilah “wasiar™ diambil dan washaitu-ushi asy-syai‘a (aku
menyambung sesuatu), Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan
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benda, piutang, atau manfaat oleh sescorang kepada orang lain
dengan ketentuan bahwa orang yang diben wasiat memiliki hibah
tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Menurut asal
hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan
sukarela dalam segala keadaan Karenanya, tak ada dalam syari‘at

[slam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan
hakim '?

Sementara menurut *Abd Al-Rahim dalam bukunya
Muhadlarat fi 4l-Mirats Al-Mugaran, mendefinisikan wasiat
adalah tindakan sukarela sescorang memberikan hak kepada
orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat
secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (rabarru’) yang
pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang
yang memben wasiat. '

Ini berbeda dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan
kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan
wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah
adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat
yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat,
karena adanya suatu halangan syara’

Suparman dalam bukunya Figh Mawaris (Hukum Kewansan
Islam), mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang
pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada
kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia '

Menurut Fatchur Rahman dikatakan wasiar wajibah karena
dua hal

* Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya
unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat
keputusan tanpa tergntung kerelaan orang yang berwasiat dan
persetujuan si penerima wasiat,

** Sayyid Sabiq, Figih Sunmah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h 523,
* " Abd Al-Ratim, al-Muhadlara: fi al-Mirats al-Mugaran, (Kaito tp,tt), h 117

" Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Isiam, (Jakarta PT Ikhlmtiar Baru Van
Huwe 20y, Tilid 6, h 1930

" Suparman, Figih Mawaris (Hukum Kewarisan Isiam), (Jakarta = Gaya Media
Pratama, 1997}, h. 163
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* Ada kemipannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka
dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. '’

Wasiat wayrbah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewans dengan
anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan
orang tua angkatnya. Di negara Islam, di daerah A frika seperti Mesir,
Tunista, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wayibah dipergunakan
untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris
dengan cucu atau cucu-cucunya dari anak atau anak-anak pewaris
yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga
wasiat wayibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk
mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.

Awalnya wasiat wajibah dilakukan karena terdapat cucu
alau cucu~cucu dari anak atau anak-anak pewaris yang meninggal
lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-
Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-
golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ditambahkan oleh
Ibnu Hazmin'™ bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris
kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim
harus bertindak sebagai pewaris vang memberikan bagian dan harta
peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta
pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.

O Dasar Hukum Wasiar Wajibah

Adapun dasar hukum wasiat wajibah ini, menurut Fatchur
Rahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para Ulama
Salaf dan Khalaf, yakni'®

a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat
menerima pusaka ialah diambil dani pendapat-pendapat fugaha
dan tabi’in besar ahli figh dan ahli hadis. Antara lain Sa’id ibn
Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad. Ishaq ibn
Rahawaih, dan Ibn Hazm

""Fatchur Rahman, M Warig, (Bandung : Al-M'arif, 1981), h.63.

" Direkiorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik
Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, 1982 h 78

" Ahmad Rofiq, Figh AManeares, (Jakarta - PT Raja Grafindo Persada, 2012), h 188-
189
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b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mat kepada kerabat-
kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai
wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dan
pendapat mazhab |bn Hazm yang dinukil dari fugaha tabi’in dan
pendapat Imam Ahmad.

¢. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menenima pusaka
kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3
peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan kaidah:

"Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan
perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan
membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa memerintahkan
demikian, maka wajiblah diuaat.

Konsep 1/3 (sepertiga) harta peninggalan juga didasarkan
pada hadits Sa’ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa’ad bin
Abi Wagash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya,
“Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang
perempuan yang mewaris. Sava sedekahkan saja dua pertiga dari
harta sava ini.” Rasulullah menjawab “Jangan.” “Seperdua?” tanya |
Sa’ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan “Jangan.” “Bagaimana |
jika sepertiga?” tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah “Sesar |
Jjurnlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu
dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik”

Hadits in1 menjadi acuan bagi Mesir yang pertama
mengundangkan tentang wasiat wayihah dalam Undang-undang
Nomor 71 Tahun 1946, Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir
yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada
keturunannya dan anak pewans yang telah meninggal terlebih dahulu
daripada pewans diberikan wasiat wajib tidak boleh melebibu 1/3
(sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal im diadopsi oleh
Indonesia dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

) Pemberian Bagian dalam Wasiat Wajibah

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai hasil jjma’
ulama Indonesia, menetapkan ketentuan hukum tentang wasiaf
weyjibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 menyiratkan

a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat
atau schaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
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b Tdak diberkan atau dinyatakan oleh pewans kepada penenma
wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.

¢. Bagian penenma wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak
boleh melebihi 1/3 (se pertiga) dani harta peninggalan pewaris.

Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak
dibolehkan tetapt akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak
angkal adalah sebagai berikut - Status anak angkat tidak dihubungkan
dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, vaitu nasab
tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya ™

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan
orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam
Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah
munculnya wasiat wayibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya
ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan
mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun
anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua
angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum
diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti
dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat
wafibah,

Namun menurut Hukum [slam, anak angkat tidak dapat diakui
untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok
dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah, nasab,
atau keturunan. Dengan kata lain bahwa penistiwa pengangkatan
anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum
terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak
sendin, tidak dapat mewarisi dan orang yang telah mengangkat
anak tersebut.

Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam
adalah dengan jalan pembenian wasiar wajibah dengan syarat tidak
boleh lebih dan 1/3 (sepertiga). Kedudukan (status) anak angkat
menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak vang
sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan
hubungan nasab darah dengan orang tua kandungya, dikarenakan

* Abdul Rashid Hap Abdul Lauf, Wasial dalam [slam, (Universitas Kebangsaan
Malavsia, 1986), h 28
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prinsip pengangkatan anak menurut Kompilast Hukum [slam adalah
merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan
yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan
bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan
dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya,
Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi
Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan
wasict wafibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga)
dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi
para ahli waris lainnya*

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah
pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan im1 dilakukan,
karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep
penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada
cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang
karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dan ahli wans lain
atau karena memang sebagai d=awil arham, Dalam undang-undang
hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu
pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu
dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan
kedudukannya sebagai dzawil arham atau terhijab oleh ahli wans
lain.*

Menurut ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam,
ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris, maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan
bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebiln dan bagian
ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maka, jelaslah pada
prinsipnya kedudukan setiap ahli waris vang meninggal lebih dahulu
danpada pewans dapat digantikan oleh anaknya yang berkedudukan
sebagai ahli waris pengganti yang bagiannya sama atau tidak boleh
melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantinya.

Menurut kalangan ahlu sunnah, bagian ahli wars pengganu
tidak selalu harus sama besarnya dengan bagian ahli wans yang.
digantikan kedudukannya. Demikian pula sebagai ahli waris

T
" Ahmad Zahan, Tiga verst Hukum Kewarisan [slam, Syafi'l, Hazairin dan KHI,
(Pontianak. Romeo Grafika, 2006) h 98
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pengganti terbatas pada keturunan anak laki-laki saja. Besarnya

bagian perolehan masing-masing cucu laki-laki atau cucu perempuan

dari anak laki-laki sebagai waris pengganti diatur sebagai berikut :

a. Cucu laki-laki dani anak laki-laki akan mendapat hak kewansannya
seperti anak laki-laki.

b. Cucu perempuan dani anak laki-laki akan mendapat :
1) Seperdua (1/2) bagian harta warisan bila seorang saja dengan

tidak disertai adanya anak laki-laki atau dua orang anak
perempuan.

2) Dua pertiga (2/3) bagian harta warisan bila dua orang atau
lebih dengan tidak disertai adanya anak laki-laki atau anak
perempuan

3) Seperenam (1/6) bagian harta warisan bila seorang diri saja
dengan disertai oleh seorang anak perempuan

4) Sisanya harta warisan (sebagai ahli wans ashabali) bila disertai
adanya anak laki-laki dan anak laki-laki. ™

¢ Contoh Perhitungan Menggunakan Wasiar Wajibah
Berikut ini contoh perhitungan harta warisan menggunakan
wasial wajibah ;
Sescorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari 2
anak perempuan, dan cucu laki-laki garis perempuan. Harta yang
ditinggalkan sebesar Rp 24.000.000 - Bagian masing-masing adalah’

» Jika diselesaikan menurut ketentuan biasa

Ahli Waris Bagian | AM HW Penerimaan

3-2 | Rp 24.000.000
4 s 2 22 x

Rp 24,000,000 | Rp 24.000.000

(2/3)
g Dzawil
Cucu Lk Gans Pr P
2 Jumlah Rp 24.000 000

" Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan slam dalam Dimensi Kompilas: Hukun
Islam, (Bandung - Penerbit Bandar Maju, 2009}, h 106-107
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Dua anak perempuan vang sedianya menernima 2/3 x Rp
24,000,000 = Rp 16.000,000, ditambah pengembalian (radd) sisa
harta yang ada sebesar Rp 8.000.000, Maka keseluruhan harta
diterima oleh dua anak perempuan Sementara cucu laki-laki gars
perempuan termasuk kategori dzawil arham, yang dianggap tidak
berhak mendapatkan warisan.

« Jika diselesaikan dengan wasiat wajibah

Ahli Waris Bagian | AM HW Penerimaan
3 Rp 24,000,000

2 Anak Pr (2/3) 2 2/3x | Rp 24.000.000 | Rp 16.000.000

Cucu E‘H!;““"‘ t | 13x | Rp24.000.000 | Rp 8.000.000

3 Jumlah | Rp 24.000.000
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BAB VI
AHLI WARIS PENGGANTI

A. Analisis Figh tentang Ahli Waris Pengganti

I-Quran dan Al-Hadits merupakan sumber rujukan dalam persoalan

figh. Termasuk kewarisan merupakan bagian yang tidak lepas
di dalamnya. Hukum kewarisan sering diartikan dengan pemberian
harta warisan kepada sanak keluarga yang berhak menerima warisan
sebagaimana yang telah diatur atau sesuai ketentuan hukum syara'',
Bagian-bagian hukum kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, harta
warisan dan mekanisme pembagiannya kepada ahli waris berdasarkan
ketentuan Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

Sebagian fugaha’ terutama para fugaha’ mazhab, memahami hukum
kewarisan merupakan hukum yang sudah final, rigid dan pasti. Sehingga
tidak memungkinkan lagi dalam penafsiran dan pentakwilannya, selain vang
telah tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits®. Pandangan
ini menjadi dalil di masyarakat muslim bahwa hukum kewarisan yang
telah dyjelaskan dalam Al-Quran adalah qath’iy. Sehingga tidak menerima
adanya perpantian tempat ahli waris, apalagi perubahan dan penafsiran
lain. Apalagi kitab-kitab figh klasik yang kita kenal dengan sebutan kitab
kuning tidak memberikan ruangan dalam penjelasan problem ini

' Muhammad Yusuf Musa, Ahkam At-Tirkah Fil Tslam, (Kairo' Dar Al-Ma'rifat,
1978}, him. 12,

‘ Muhammad Ali Ash-Shobuny, Hukune Waris Dedem Syariat Islam, (tery.), (Bandung
Dhponegoro,, 1988), him. 17
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Paradigma para fuqaha’ klasik tentang figh waris yang tekstual i
secara real berbanding terbalik dengan masyarakat muslim di zaman i,
terutama bagi mercka yang sangat kental dengan hukum adat. Bila ditelit
lebih jauh, banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang memang
membutuhkan tafsiran baru dan ijtihad, sehingga hukum kewarisan dapat
memenuli kebutuhan hukum masyarakat, Hadimya para pemikir-pemikir
muslim seperti [bnu Katsir, Imam Thabraniy, Imam Qurtubi, Muhammad
Abduh, Sayyid Sabiq, Fazlur Rahman, Yusuf Al-Qaradhawiy dan
pemikir-pemikir lainnya telah memberikan kontribusi yang menyegarkan
khususnya buat masyarakat dalam persoalan hukum kewarisan.’

Para pemikir-pemikir ini memberikan tafsiran baru tentang
kewarisan diantaranya mengenai “pergantian tempat ahli waris™, Para
pemikir kontemporer ini cenderung membenikan hak waris kepada cucu
walaupun ayahnya telah meninggal dunia  Persoalan ini adalah persoalan
ijtihadivah, dan ternyata figh kewarisan yang dibangun oleh ulama klasik
juga menyimpan problem yang harus diselesaikan dalam konteks kekinian.
Rujukan utama dalam hal ini terdapat dalam al-Qur’an Surah An-Nisa’
ayat 11, yang berbunyi:

'.--5.., I L4 i =% als = .: o F ]
Artinva : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan
hagian dua orang anak perempuan.

Ayat ini yang menjadi landasan bahwa cucu memperoleh harata
warisan dari kakek. Imam Qurtuby memaknai kata “awlad” bukan hanya
untuk anak laki-laki, akan tetapi untuk makna keturunan sclanjutnya®.
Lebih jauh lagi, beliau memaknainya bukan saja anak laki-laki, tetapi juga
termasuk anak perempuan. Beliau memaknai surat An-Nisa' ayat 11 “Allah
mewajihkan kamu tentang awlad {anak-anak kamu), bual seorang anak
laki-laki (adalah) seperti bahagian dua anak perempuan, Pandangan
beliau ini bersumber dan [bnu Abbas terhadap makna “awlad ™ di dalam
surat An-Nisa’ ayat 11.°

' Hisyam Hoballah, Understamding Isfamic Law. From Classical Contemporary,
{Oxfor Uk Altamira Press, 2006), hlm_ 56

‘Imam Qurtuby, Tafsir al-Ourrunby, (Beirut Dar Al-Fikr Al-° Araby, 2006), him 412
tIbid, hlm 421-422
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Al-Murughy, Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qaradhawy juga tidak
menolak dengan diadakannya lembaga pergantian tempat ahli waris.
Mereka sependapat dengan Imam Qurtuby dalam menafsirkan ayat
diatas.* Para ulama ini memandang bahwa pergantian ahli warls merupakan
suatu yjtihad yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini, sehingga
memungkinkan kepada cucu untuk menggantikan bapaknya yang telah
meninggal terlebih dahulu dan mendapatkan warisan dan kakeknya.
Apalagi jika posisi cucu tersebut dalam keadaan miskin sehingga mestinya
mendapatkan hak waris karena ini adalah salah satu bentuk keadilan dalam
kewarisan islam.’

Di Indonesia, pemikiran tentang konsep i dibicarakan oleh
Hazairin. Landasannya adalah surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

et 0 Sl e lly 5383 ol 3 s Qi s (K
g™ > B e F A

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyakyikan segala sesuatu

Hazainn menerangkan bahwa kandungan ayat ini adalah bahwa
Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang
tua dan keluarga dekat serta pihak alladzina ‘agodar aymaamukum, dan
berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan
dianggap sebagai ahli waris karena diiringi kata walidain dan agrobun
yang menjadi pewans. Jika yang menjadi pewanis adalah orang tua (ayah-
ibu), maka ahli waris adalah anak dan atau mawali anak Jika anak itu
masih hidup tentulah mereka yang mengambil warisan tersebut sesuai
ayat 11 surat An-Nisa". Sebaliknya jika anak tidak ada lagi, maka cucu
merupakan mawali dari kakek, sehingga ia dapat menempatkan posisi
ayah untuk menerima harta warisan dari kakeknya yang meninggal dunia®

* Imam Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy, (Cairo- Maktabah Al-Islamiyah, 1982),
him. 367, Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Beirut Dar Al-Fikr, 2006), him. 599 Yusuf Al-
Qaradhawy, Knmpulan Tjtthad Kontemporer, (Jakarta: Firdaus, 1990} him. 213

"Yusuf Al-Qaradhawy, Kumpulan Litthad Kentemporer, hal 214

" Hazainn, Hukum Kewarisan Bilateral, (Jakarta' Tinta Mas, 1961), him 28
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B. Ahli waris pengganti menurut KHI

Pada dasarnya kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang figh
kewarisan tidak menjelaskan secara eksplisit tentang konsep ahli waris
pengganti. Akan tetapi figh telah dahulu menjelaskan bahwa ketika pewaris
meninggal dunia, maka anak dan keturunan yang berhak mendapatkan
warisan, Namun istilah yang digunakan bukan “ahli waris pengganti™
akan tetapi 1stilah “tanzil”. Meskipun istilah ini mengandung hakikat
makna ahli warls pengganti akan tetapi makna tersebut tidak sempurna
karena yang berhak sebagai ahli waris pengganti hanyalah keturunan
laki-laki, yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan kata lain,
hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (1bau ibnin
dan bintu bintin) yang dapat menerima warisan dari kakeknya, dan itupun
bagian yang telah ditentukan secara pasti, baik ashabul furudh maupun
ashabah. Maka dengan konsep seperti ini, Kompilasi Hukum Islam
mengakomodasi adanya institusi pergantian tempat ahli wans dengan
beberapa perubahan dan pembaruan. Dalam pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam yang lengkapnya adalah:

a. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pewans,
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka

vang tersebut dalam pasal 173

b. Bagian ahli waris tidak boleh melebihi dan bagian ahli wans yang
sederajat dengan yang diganti®.

Ketentuan pasal 185 KHI, dipertagas lagi dalam buku Pedoman
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang asas ahli wans
langsung dan asas ahli waris pengganti adalah:

a. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut
dalam Pasal 174 KHI

b. Ahli waris pengganti (plaatservulling) adalah ahli wans yang diatur
berdasarkan Pasal 185 KHI, vaitu ahli waris pengganti/keturanan
dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 147 KHI. Diantara
keturunan dan anak laki-laki/perempuan, keturunan dari paman,
keturunan dan kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya.
(paman walaupun keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris
pengganti, karena paman sebagai ahli waris langsung yang discbut
dalam pasal 174 KHI),

¥ Kompilasi Hukum Isiam, { Yayasan Al-Hikmah Dan Dithinbapera, 1998), him. 55.

I'I.I'II i sal Elosaadi - Deals Lk sl Moieis - Fabudy 5 esiiRaiain



WK UM WARIY

Ketentuan dari pasal 185 (1) dapat kita pahami bahwa yang menjadi
ahli waris adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak
perempuan. Hal ini bertolakbelakang dengan konsep figh waris klasik yang
tidak membenarkan keturunan perempuan menjadi ahli waris pengganti
(konsep tanzil), bahkan cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan yang
ketika itu terdapat anak laki-laki sehingga statusnya terhijab. Problem inilah
yang menjadi landasan pikiran para perumus KHI terutama pasal 185.

D1 dalam buku “Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan” karya
M. Yahya Harahap dijelaskan bahwa:

“Barangkali dasar pemikiran yang dijadikan pertimbangan
bagi perumus KHI dalam merumuskan pasal 185 adalah bertitik
tolak pada alasan sosial ekonomi. Pada satu sisi, pasal ini mengaitkan
dengan alasan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan
dan alasan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya,
anak yatim lebih sengsara dibandingkan dengan saudara avah atau
saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara
ayah atau saudara ibu lebih mapan ckonominya, sedangkan mereka
sebagai anak yatim, hidup terlantar Pantaskah dan manusiawikah,
menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek/nenek sebagai
pmgfanu' ayah atau ibunya Bukankah dalam hal ini saudara-saudara
mendiang ayah/ibunya memonopoli harta warisan kakek/nenck,
meskipun keadaan sosial ckonomi mereka sudah mapan”,

Adapun dalam Pasal 185 (2), disini menyimpan problematika porsi
ahli waris pengganti, karena kalau ditinjau dalam pembagiannya menurut
ketentuan nash, maka yang terjadi adalah bagian ahli waris pengganti
(cucu) lebih besar daripada pewaris yang masih hidup. Maka hal ini akan
mengakibatkan ahli waris mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding ahli
wans pengganti. Oleh karena itu dalam pasal 185 ini dijelaskan bahwa
bagian seorang ahli waris pengganti itu tidak boleh melebihi ahli waris
yang sederajat "

Problematika diatas yang digunakan untuk menguji ketentuan pasal
|85 KHI dalam terapan di Pengadilan Agama Olehnya seorang hakim
harus mampu melakukan sebuah langkah baru dalam menerapkan pasal

—

" M. Yahya Harahap, Keduduken Wamita Dalam Hukum Kewarisan, Majalah
Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996, him 24

"' Problematika Hukum Kewan san Eslam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Badan
Lithang dan Diklat Kementrian Agama RT, 2012), hlm_251-254
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185 KHI, sehingga melahirkan kesetaraan dan keadilan. Alur pikiran KHI,
terutama dalam pergantian ahli wans adalah; harta benda dalam keluarga
memang disedikan sebagai dasar matenial keluarga dan keturunannya vang
masih hidup, dan anak-anaknya dapat menggantikan kedudukan bapaknya
sebagai ahli waris terhadap benda kakeknya.'?

(. Problematika Ahli waris pengganti dalam Praktik Pengadilan dan
Masvyarakat

1. Praktik Pengadilan

Pergantian ahli warnis (plaatsvervulling) di Indonesia berakar
dan hukum adat, dan kemudian diperkuat dengan Hukum Perdata
Belanda (BW) dan dipraktikkan oleh sejumlah pengadilan Hindia
Belanda. Dalam realitas ini memperkuat secara formal dan non
formal adanya lembaga pergantian ahli waris."

Di lingkurangan Peradilan Agama, penerapan pergantian ahli
waris baru dimulai sejak lahimya Kompilasi Hukum [slam (KHI)
tahun 1991. Sebelumnya penerapan ini tidak ada, karena yang
digunakan adalah merujuk pada kitab-kitab figh klasik yang mana
tidak memberikan ruang gerak pada konsep ahli waris pengganti.
KHI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pergantian
tempat ahli waris ini. Namun kenyataannya dalam praktik pengadilan
Agpgama masih banyak ditemukan kendala-kendala penafsiran Pasal
185 KHI, seperti contoh putusan Pengadilan A gama di Selong Kab.
Lombok Timur No. 111/pdt/G/1997/PA SEL, tanggal 26 Agustus
1997 M, bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1418 H M

Putusan tingkat pertama ini menetapkan ahli waris pengganti
vang terdiri: cucu perempuan dan anak perempuan (1/18 bagian)
dan cucu laki-laki dan anak percmpuan (1/18 bagian) Putusan
PA Selong imi dibatalkan oleh Pengadilan Tingg Agama Mataram
dengan nomor putusan No. 04/Pdt-G/1998/PTA MTR, tanggal 28
Maret 1998 bertepatan dengan tanggal 29 Zulgo'dah 1418 H. PTA
Mataram beralasan bahwa ahli waris pengganti yang ditetapkan oleh
PA Selong termasuk dalam kategori dzawil arham, schingga tidak
berhak mendapat warisan melalui ahli waris pengganti "’

" Soepomo, Hab-Bab Tentang Hukum Adat, him. 43

"* Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, hlm. 253
“ Ihid him. 257

" Thid, him. 258
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Keputusan PTA Mataram akhirnya juga dibatalkan oleh
Mahkamar Agung RI No, 354 K/AG/1998, tanggal 28 Oktober
1999, Dalam putusannya itu bahwa putusan judex factie PTA telah
salah menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung langsung
mengambil alih masalah tersebut. MA menetapkan ahli waris
pengganti seperti keputusan putusan PA Selong. Kaidah hukum yang
dapat dipetik adalah: (1) khusus harta wanisan yang terjadi pada
tahun 1998, dapat diterapkan KHI, karena gugutan masalah harta
warisan tersebut diajukan ke pengadilan Agama pada tahun 1997,
setelah berlakunya KHI; (2) menurut KHI pasal 185, ahli waris yang
meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh
anaknya yang disebut ahli waris pengganti, yang bagiannya tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti
dalam perkara im.'®

Dari gambaran diatas nyatalah bahwa dalam penerapan
Pasal 185 KHI harus memerlukan keseriusan hakim dalam
mempertimbangkan putusannya. Sehingga dari itu dapat mewujudkan
rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal yang sama juga
dipastikan terjadi pada lingkungan PA di seluruh Indonesia.

2. Praktik Masyarakat

Masyarakat kita dalam permasalahan ahli waris pengganti
masih terdapat perbedaan konseptual, khususnya di Aceh yang
realitas kehidupannya masih kental dengan esensi hukum
islam."" Secara konseptual, ulama Aceh menolak dengan adanya
ahli waris pengganti karena ketentuannya tidak ditemukan dalam
Al-Quran dan Al-Hadits. Kendati demikian ulama Aceh tidak pernah
menutup pintu terhadap penafsiran baru terhadap hukum islam.
Maka atas dasar ini dalam praktik masyarakat Aceh masih banyak
ditemukan ahli waris yang memberikan sedikit atau sebagian harta
mereka untuk anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya.

Dalam hukum adat Aceh dikenal istilah patah titi atau putoh
tutu dalam hukum kewarisan'®. Maksudnya adalah jika seorang

"* Thid,

"' Syahrizal Abbas, Hukum Adat dan Hubum Islam di Indonesia, (Lhokseumawe
Nadya Foundation, 2003}, him. 78

A Halim Tosa, Praktik Hukum Kewarisan dalam Mosyarakat Gayo, (Banda Aceh
Puslit LAIN Ar-Raniry, 1996), him_ 25
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ayah meninggal dahulu, maka cucu tidak mendapatkan wansan dan
kakeknya bila kakek meninggal dunia. Maka hak wans seorang cucu
akan terhijab oleh saudara laki-laki atau perempuan 1 anak yang
meninggal dunia. Pandangan ini dikenal dengan parah titi atau putoh
fury. Dalam konsep ini, sang ayah berlaku sebagai #iti atau jembatan
penghubung antara kakek dan cucu. Ketilka sang ayah meninggal
dunia maka terputuslah hubungan penyebab kewarisan antara kakel

dan cucu.

Selain itu dalam aturan adat aceh, sang Ulama yang menjadi
saksi dalam pembagian harta warisan tersebut akan mendapatkan
sedikit bagian yang dikenal dengan istilah hak reheung (hak menanti
dan menyaksikan). Namun pemberian yang diberikan kepada anak
yatim (cucu) dan ulama ini, bukanlah disebut warisan, akan tetapi
hibah. Umumnya jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dan
harta warisan."

Praktik hukum kewarisan ini jelas terdapat pandangan berbeda
dalam konsep hukumnya Olehnya, dibutuhkan penjermihan dalam
hal ini. Sehingga tidak menimbulkan “penyembunyian hukum™
dan pemberian hak waris kepada mereka yang tidak diatur dalam
hukum. Akibat dari dominasi pandangan ulama im yang menganut
paham patah riti ataupuroh tutu, maka sedikit sekali persengketaan
yang menyangkut masalah ahli waris pengganti di Pengadilan
Agama, karena kebanyakan masalah tersebut diselesaikan dengan
jalur hukum adat dan agama dengan mengumpulkan orang tua,
ulama dan kanb kerabat.

Memang, penyelesaian sengketa kewanisan melalui jalur
adat dan agama jauh lebih baik, namun harus ada kepastian bahwa
- cucu mendapatkan hak dan jaminan perlindungan dan hukum dar

Schingga menumbuhkan kesadaran bahwa hukum kewarisan islam
itu membawa keadilan, jaminan dan perlindungan serta pemastian
keberlangsungan hidup di generasi mendatang.

" Syahnzal Abbas, Huwkum Adat dam Hukvm [slam di Indonesia, hlm 119
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